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KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullali Wabarakatuh,

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan
berkah, rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingea penulis dapat menyelesaikan
penulisan skripsi ini dengan baik tepat pada waktunya. Salam dan salawat kita
kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW wvang telah memjadi suri teladan bagi
seluruh umat manusia sehingga dalam melaksanakan aktifitasnya selalu melihat
batasan-batasan yang telah di tentukan oleh ajaran yang di bawa Rasulullah.

Fenulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi
di Fakultas Ekenomi Universitas Hasanuddin dengan mengambil judul “Peranan
Bank Perkreditan Rakyat Svari'ah (BPRS) Dalam Menvalurkan Pembiavaan
Fada Usaha Mikro Kecil (UMK) D} Sulawesi Selatan™.

Dalam penulizan skripsi ini melalui penelitian tidak terlepas dari berbagai
kesulitan vang pada dasarnya memberikan hikmah tersendini bagi  penulis,
I:esrtmuan}-a itu menjadi motifasi bagi penulis untuk sadar dan bekena lebth keras
dalam usaha merampungkan tugas akademik te;akhir iﬁi dalam rangka penyelesaian
studi di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.

Penulis sangat menyadari bahwa setiap kerja dan karya dan manusia tidak
akan sesempuma mungkin sebagaimana vang diharapkan namun tidak terlepas dari
segala kekurangan dan kelemahan baik dari segi teknik penulisan skripsi ini, untuk

itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya sumbangan
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pemikiran dan tanggapan yang positif dan konstruktif dari pembaca, umuk dijadikan
bahan masukan bagi penulis, sehingpa penulisan karya-karya ilmiah dimasa datang
dapal mencapai bentuk yang lebih baik, Insya Allah,

Pada Kesempatan ini penulis ingin menyampatkan ucapan 1EJ"i1'|'IEI.- kasili dan
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :
Kedua orang tua penulis, Avahanda Drs. A, Muh. Irwan Yahya dan Ibunda Dra. A.
Maemunah Kamil tercinta vang selalu menjadi inspirator bagi penulis. Sujud sembah
ananda haturkan yang dengan segala kesabaran dan ketabahan dalam mendidik,
membimbing, serta iringan doa dan curahan kasih sayangnya kepada penulis. Terima
kasih untuk kasih sayang vang tak pernah habis ‘Etta’ dan ‘Mama’ berikan, kepada
Papi © Muh Shaleh AT, Bsc’ dan Tante '‘Dala Tikka' yang telah penulis anggap
sebagai Orang Tua Penulis atas segala perhatian, bimbingan, dorongan semangat dan
kasih savangnya serta bantuan materilnya yang tak permah lelah kepada penulis.
Kepadga saudaraku yang tercinta *Kak Lukman, Kak Yayu, Ade Yaya, Ade Nur, Ade
Tabrani, Ade Fadlan, Ade llmi, Ade Syida’ yang akan selalu menjadi pemicu
semangatku dan tante-tanteku tersayang * Tante Dala Tikka dan Tante Dala Biba’
yang telah mengasuh penulis dengar-l limpahan kasih sayangnya vang tak pemah
habis, serta kepada sepupu-sepupuku dan kemanakan-kemanakan penulis yang selaiu
membenkan dorongan dan bantuan kepada penulis,

Serta pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan dan
penyelesaian skripsi ini, dalam bentuk konstribusi pemikiran maupun pemberian

motivasi yang sangat berguna dan sangat membantu. Untuk ltu pada kesempatan
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yang l.}-.*:rl.:m].mgia ini penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan

terima kasih dan penghargaan yang setingi-tingginya kepada yang terhormat

|. Bapak Dr. Marsuki, DEA selaku pembimbing | dan Drs. Anas Iswanto Anwar,
MA sclaku pembimbing Il yang telah meluangkan waktu fmembimbing dan
memberikan saran-saran pemikiran maupun motivasi kepada penulis dalam

penyelesaian skripsi ini.

[

Bapak Dekan Fakultas Ekonomi DR, H. Fattah Kadir, SU. Ketua Jurusan Ilmu
Ekonomi dan Studi Pembangunan Drs. Tadjuddin Parenta, MA dan terkhusus
kepada Sekertans Jurusan llmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Drs. Anas

Iswanto Anwar, MA.

L

Bapak Pimpinan dan segenap karyvawan Kantor Bank Indonesia (KBI) Makassar
khususnya bidang daia dan statistik yang telah memberikan bantuan data-data

vang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

e

Bapak pimpinan dan segenap karvawan Kantor Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Propinst Sulawesi Selatan atas kemudahan dan bantuan data-data vang

diperiukan dalam penulisan skripsi ini.

; [}

3. Bapakfibu dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan ilmun:,;'*ﬂ kepada
j:rcrrul:is dan segenap pegawai akademik yang selama ini selalu siap melayani
segala urusan akademik penulis.

6. Teman-teman seangkatanku, Shinta (Semangat teman !!!), Silva, Lho-lhe, Uni,

Amir (Smoga tetap menjadh teman terbaik !!), Icha (Teman seperjuanganku...),

Dama, Hendra, Abet, Bapak Awan, Tandar (Jangan putus asah..), Ira, Jenet,
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Rama & Irha, A. Rina, li, Nely dan semuanya yang tidak sempat penulis
sebutkan namanya satu persatu,

7. Ang’-ana’ [KMS-UH, Firman, (P-Man gagah) (atas kereleannya bepadang
mengetik skripsi ini, terima kasih banyak ade !''), Max.com (atas kerelaanya
meminjamkan komputernya), Emi (makasih banyak ade maujeki direpotkan),
Inun, Isma, Cueq, Midy, Eros (bukan gitarisnya Sheila On7), Poetra, Jack, Dedy,
dan semuanya yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, karena
begitu banyaknya.

8. Scluruh pihak yang telah memberikan konstribusinya namun tidak sempat
penulis sebutkan namanya satu persatu.

Akhimya hanva kepada Allah SWT penulis memohon ridho dan
magfirakinya, semoga segala dukungan serta bantuan semua pihak mendapat pahala
yang berlipat ganda di sisi Allah SWT, semoga karya ini dapat bermanfaat kepada

mereka vang membutuhkannya, Amin,

; : . Makassar, September 2005

Penulis
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi nasional vang dilaksanakan di Indonesiz selama
beberapa dekade ternyata lebih banyak berpihak kepada para penguasa besar
(konglomerat). Hal i dapat kita lihat dari begitu besarnya ketimpangan yang terjadi
antar sektor usaha mikro dan kecil (UMK) dan usaha besar walaupun kemudian
disadari sepenuhnva bahwa termyata UMK memiliki peranan yang sangat besar
selama terjadinva krisis di Indonesia dan mampu menjadi bagian dari sejarah
panjang perkembangan pembangunan perckonomian nasional.

Isu mengenai pentinanya UMK saat ini menjadi semakin kuat setelah
perekonomian kita dilanda goncangan krisis ekonomi vyang sangat parah akibat
adanva kontagion effect dan Thailand dan belum menunjukkan tanda pemulihan.

Pada pasa knsis ekonomi, UMK memiliki ketahanan vang relatif lebih
batk dibandingkan usaha besar. Hal imi disebabkan uwsaha mikro kecil udak
bergantung pada bahan baku impf;r sehingga ’pada saat harga baha.n bﬂkulimpﬂr
meningakat karena melemahnya nilai rupiah terhadap dolar AS, usaha mikro
kecil terus berproduksi dengan harga vang lebih stabil. Akibat dan knisis ekonomi
vang berkepanjangan tersebut, maka pemerintahan kemudian menetapkan dasar
strategi pembangunan ekonominya yakni dengan strs_ltcgi yvang berbasis pada
pengembangan dan pembangunan sektor ekonomi UMK yang dikenal sebagai sistem

ekonomi kerakyatan.



scjak  saat  itw, hampir semua kalangan memusatkan perhatiannya pada
pengembangan UMK, tidak saja pemerintah pusat tetapi juga pemerintah propinsi
Sulawesi Selatan. Para pelaku bisnis dan dan berbagai lembaga-lembaga pf:rhankan
diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara profesional dan mandiri dengan
menekankan target kegiatannya pada upava pemberdayaan sektor ekonomi lokal
yang berbasis UMK, Karena telah terbukti bahwa sektor-sektor ekonomi tersebut
tetap eksis meskipun tenadi gejolak knsis. Dengan memtikberatkan pada sektor
UMK diharapkan dapat di realisasikan kebijaksanaan distrtibusi pendapatan dan
menciptakan pemerataan pembangunan nasional yang telah di canangkan pemerintah
sejak lama.

Dalam hal int data dan kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah dan BPS pada tahun 2000 sekitar 39 juta atau 99,85 persen dan jumlah
perusahaan nasional adalah usaha mikro dan kecil sedangkan usaha menengah dan
besar masing-masing berjumlah 55.061 dan 1.946 unit usaha . Selain itu apabila
dilthat dari sisi penyvarzpan tenaga kerja, usaha mikro dan kecil menverap 66.827.890
atau 89.41 persen _|'|.m'lt|..'3h tenaga kerja di Indonesia pada tahun 2000 mencapai -
74.746.551 orang. Sedangkan usaha menengah menyerap 753.088 tenaga kerja dan .
usaha besar hanya menyerap 383,593 atau 0,5 persen dani  jumlah tenaga kerja
vang ada di Indonesia.

Kesulitan yang sering dihadapi oleh UM[{. adalah keterbatasan dalam
akses terhadap lembaga perbankan. Kesulitan yang dihadapi biasanya tidak adanya

agunan (jaminan) ataupun tingginya tingkat suku bunga pinjaman yang



dibebankan oleh kreditur, Sechubungan dengan hal tersebut maka diperlukan
upaya untuk membantu masyarakat supaya wmereka mampu mengembanghkan
usahanya tanpa terbentur pada masalah dana atau permodalan. Salah satu peran
yang mempunyai andil yang cukup besar dalam proses tersebut adalah pihak
perbankan dalam penyaluran pembiayaannya pada UMK,

Tercatal pada sisi Maret 2003, jumlah kredit Usaha Kecil Menengah yang
disalurkan perbankan Sulawesi1 Seiatan mencapai Rp 3934 tnliin dengan Rp
656.7 milyar disalurkan kepada 60.019 debitur usaha mikro, Rp 2.126 tnliun
kepada 30.272 debitur usaha kecil dan Rp 1,31 triliun disalurkan ]-l:{’:pada- 1.554
usaha berskala menengah. Dengan demikian rata-rata  kredit per debitur untuk
usaha mikro adalah Rp 10,9 juta, usaha kecil sebesar Rp 70,2 juta dan untuk
usaha menengah rata-rala sebesar Kp 741 juta tiap debitur. Dan data im dapat kita
lihat masih adanva Kketimpangan yang terjadi pada peranan perbankan dalam
memberikan pembiavan terhadap UMK dan sisi proporsi jumlah terhadap kredit
maupun nila nominal kredit.

Pemhjayaan perbankan terhadap sektor UMK sebenamya tidak hanya
dijalankan oleh perbankan konvensional seperti yang terjadi selama 1m,
melamnkan juga perbankan dengan prinsip syari'ah juga mulai merambahi sekior 1ni.
Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya bermunculan lembaga perbankan
svari'ah dengan berbagai instrumen pembiayaannya, Munculnya perbankan
syari’ah dengan sejumlah instrumen pembiayaannya tentu dapat menjadi alternatif

yang batk bagi pengembangan sektor UMK di masa mendatang,



Dalam konteks pengembangan sektor Usaha Mikro Kecil, BPRS sebagai
lembaga pembiayaan mikro diharapkan mempunyai peranan yang sun;;,m besar.
BPRS diharapkan dapat memberkan dorongan bagi peningkatan omset dan
keuntungan. Peranan BPRS vang diinginkan dalam hal ini adalah ‘pemberian
pembiayaan dalam jumlah dan skim yang sesuai dengan kebutuhan tanpa periu
memikirkan soal besarnya suku bunga yang harus mereka tanggung,

Dalam perkembangan Usaha Mikro Kecil di daerah ini, maka diharapkan
sekaligus dapat mendorong perkembangan  kinerja BPRS. Sebuah sinergi yang
dibutuhkan dalam memacu perkembangan ekonomi di Sulawesi Selatan, -

Dalam penulisan skripsi ini penulis mencoba melakukan analisis dan
perbandingan terhadap lembaga pembiayaan mikro yang ada di Sulawesi Selatan,
vailu Bank Perkreditan Rakyat Svari’ah dengan Bank Perkreditan Konvensional.
Hal ini didasarkan pada peranan BPRS itu sendiri sebagai lembaga pembiayaan
alternatif selain perbankan konvensional.

Berdasarkan uraian di atas, maka penuhs memilih judul “Peranan BPRS
Dalam Menyalurkan Pembiayaan Pada Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) di Sulawesi
Selatan”. Studi ini diarahkan mengamati secara empirik penhal peranan perbankan
syari‘ah khususnya BPRS dalam menyalurkan pembiayaan pada usaha mikro dan
kecil {UMEK) di Sulawesi Selatan.

1.2. Rumusan Masslah
Berkaitan dengan latar belakang yvang telah penulis uraikan, maka masalah

pokok dalam penulisan ini adalah :



“Seberapa besar peranan BPRS dalam menyalurkan pembiayaan pada usaha
mikro  dan kecil (UMK) di Sulawesi Selatan dibandingkan dengan BPR

Konvensional™.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan
1.3.1. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan imi adalah :

I. Untwk mengetahui seberapa besar peranan BPRS dalam menyalurkan
pembiayaannva kepada usaha mikro dan kecil (UMK) di Sulawesi Selatan
dibandingkan dengan BPR Konvensional.

2. Untuk mengetahui strategi  yang dilaksanakan BPRS dalam menyalurkan

pembiavaan pada usaha mikro dan kecil (UMK) di Sulawesi Selatan.

1.3.2. Kegunaan Penulisan
Hasil dari penelitian dalam penulisan ini diharapkan dapat digunakan
sebagai beriku
. Memberikan informasi atau gambaran tentang peranaﬁ Bank Perkreditan
Rakvat Syan’ah (BPRS) dalam menvalurkan pembiayaan pada usaha mikro
dan kecil (UMK} di Sulawesi Selatan.

2. Sebagai bahan informasi atau referensi bagi pihak lain yang membutuhkan,



.4, Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan  pembahasan, maka sistematika

penulisannya disusun sebagai berikut :

Bab | ;

Bab II :

Bab II] :

Bab [V :

Bab V :

Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang masalah, masalah pokok, tujuan dan
kegunaan penutisan dan sistematika penulisan,

Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan pengertian dan konsep dasar bank syari'ah, ﬁrinsip-
prinsip ekonomi  Islam, fungsi p&mn-‘l.!'h tujuan dan cara-cara bank
syari‘ah, sistem operasional perbankan syari’ah, sumber dana bank
syariah, penvaluran dana, usaha mikro dan kecil (UMK), pengertian
market share, kerangka konsepsional dan hipotesis,

Metode Penelitian

Bab ini berisikan jenis dan sumber data, metode analisis, batasan
variabel

Ptmhah_as:an

Bab ini berisikan peranan Bank Perkreditan Rakya Syari’ah dalam

menyalurkan pembiayaan pada usaha mikro dan kecil (UMK) di Sulawesi

Selatan.
Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran



BAB I

TINJAUAN PUSTARA

L.1. Pengertian dan Konsep Dasar Bank Syari'ah
2.1.1. Pengertian Bank Syari'ah

Kata bank dapatl kila telusuri dari kata bangue dalam bahasa Perancis, dan
dari banco bahasa Italia, yang dapat berarti petifleman atau bangku. Kata peti
atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga
seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya, Kata banco menunjuk
pada meja atau tempat usaha penukaran uvang (money changer). Arti  im
menggembarkan fungsi transaksi, yaitu “penukaran uang” atau dalam arti transaksi
pisnis yang lebih luas yaitu “membayar barang dan jasa™

Jadi kesimpulannya, fungsi dasar bank adalah : (1) menyediakan tempat
untuk menitipkan  uvang dengan aman (Safe keeping  fumction), dan (2)
menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (Transaction
funciion).

Dalam Al-Qur’an, istilah bank tidak disebutkan secara eksplisit. Tetapi jika
yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur,
manajemen, fungsi. hak seperti zakat, sadaqah, ghanimah (rampasan perang), bai’
(Jual beli), dayn (utang piutang), maal (harta), dan sebapainya, vang memiliki
fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi secara

implisit disebutkan dalam Al-Qur’an, (Zainul Arifin, 2003, hal 52),



[stilah lain yang digunakan wntuk bank Islam adalah bank svari'ah yang
merupakan bank bagi hasil, karena berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Secara
akadermk, stlah [Islam dan svari’ah memang mgmpun}fai pengeriian yang

' berbeda, Namun, secara teknis untuk menyebut bank syari’ah dan bank Islam
mempunyal pengertian vang sama,

Menurut ensiklopedia Islam pengertian bank Islam adalah :

“Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan
jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran yang pengoperasiannya
d‘.-SEEIJIEI-kﬂTI dengan prinsip-prinsip syari‘ah Islam. "

(Warkum Sumiiro, 1996, hal 5)

Berdasarkan pengertian di atas, bank Islam berarti bank vang mempunyai
tata cara bermuamalat atau beroperasinva sesuai  dengan prinsip-prinsip dan
ketentuan Islam mengacu kepada Al-Qur'an dan Al-Hadist. Sedangkan dalam
peraturan bank Indonesia No, 2/&/PBI/2000 pasal 1, bank syari’ah adalah bank
umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Momor 7 tahun 1992 tentang
perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nemor 10 tahun
1998 vang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah, termasuk di
dalamnya unit usaha syari’ah dan kantor cabang bank asing yang melakukan
kegiatan usaha berdasarkan  prinsip svan’ah, vang dimaksud unit usaha syari’ah
adalah unit kerja di kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor
bank induk dari kantor cabang syari’ah. Adapun tata cara dalam bermuamalat harus

dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba dan



diisi kegiatan  produktif vailu investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan
perdagangan. Kegiatan-kegiatan tersebut di atas merupakan bentuk usaha vang
telah dipraktekkan di zaman Rasulullah SAW dan tidak bertentangan dengan
svarial Islam.

Bank syariah  didirikan dengan tujuan  untuk mempromosikan dan
mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, svariah dan tradisinya kedalam
rransaksi  keuangan dalam perbankan serta bisnis lain yang terkait. Adapun
prinsip utama yang ditkuti oleh bank Islami itu adalah :

a). Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi
b). Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan
vang sah,

c). Memberikan zakat.

2.1.2. Konsep Dasar Bank Svari’ah

Didirikannyva bank svari’ah sesungguhnya dilatar belakangi oleh keinginan
umat Islam untuk memperoieh kesejahieraan  lahir  batin melalui kegiatan
muamalah yang sesuai dengan syarjahl dan n’ierupakan alternatif  pilthan dalam
menggunakan jasa-jasa perbankan yang lebih sesuai dengan ajaran agamanya.

Dr. Karnaen Purwaatdmadja (1999) berpendapat dalam beberapa papernya
mengenai konsep svari’ah/bank bagi hasil ;

1. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syari’ah Islam adalah bank yang

operasinya secara utuh dan total menghindari riba, Riba’ (nasi’ah) adalah



4]

pembayaran lebih yang disyariatkan oleh orang vang meminjamkan, atau

(fadlh) penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi Iebih

banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan menyariatkan demikian,

Riba nasi’ah selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Bagi bank

syari'ah, pengertian ini sudah final dan tidak ada tawar menawar lagi.

Untuk menjaga jangan sampai terjadi kegiatan yang menyimpang dari

ketentuan syari‘at, maka harus dihindari

a).

b).

Penggunaan sistem yang menetapkan dimuka suatu hasil usaha seperti
menetapkan  bunga simpanan atau bunga pinjaman pada bank
konvensional. Surat Lugman ayat 34 menvatakan :

“Hanya Allah Subhanallahu wata’ala sajalah yang mengetahui apa vang
akan terjadi besok.”. -

Penggunaan prosentase terhadap hutang atau imbalan terhadap imbalan
yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis atau simpanan
tersebut bertambah hanya karena berjalannya wakiu. Surat Al-Imran avat
130 menyatakan

“Allah SWT melarang memakan riba hf:rflipat ganda.”

Penggunaan sistem perdagangan atau penyewaan barang dengan imbalan
barang yang sama dan sejenis, seperti uang rupiah dengan uang rupiah
yang masih berlaku dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun

kualitas.

Hadits Shahih Muslim bab Riba No. 1551 - 1567, yang intinya :
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“Memperdagangkan dan menyewakan barang dengan imbalan barang
yang sama dan sejenis dalam jumlah atau kualitas yang lebih adalah
hukumnya riba.™”

d). Pengguna sistem yang menetapkan di muka tambahan atas hutang yang
bukan atas prakarsa vang berhutang secara sukarela seperti penetapan
bunga pinjaman pada bank konvensional. Hadits Shahih Muslim oleh
Ma'mur Daud, bab Riba No. 1569 - 1572, yang intinya :

“Membayar hutang dengan lebih baik (yaitu memberikan tambahan
seperti yang dicomtohkan dalam Hadits, harus atas dasar sukarela, dan
prakarsanya harus datang dan orang yang punya hutang.™
3. Dengan demikian untuk menghindari riba secara konsisten, maka bank bagi
hasil dalam operasinya pada sisi pengerahan dana masyarakat menyediakan
sarana investasi bagi penyimpanan dana, dan pada posisi alokasinya
memusatkan pada pembiayaan investasi serta pembiayaan modal kerja atau
perdagangan. Investasi bagi penyimpanan dana beraru nasabah yang
menyimpan  dananva pada :bank ini (tabungan wadi'ah/simpanan
mudharabah), dianggap sebagai pl‘:n:,'ﬁd;[a dana (rabbul maal) dan akan
memperoleh hak bagi hasil dan usaha. Bank sebagai pengelola dana

(mudharap), vang sifatnya tidak tetap sesuai dengan besar kecilnya hasil

yang diperoleh bank.

4. Pembiayaan investasi adalah pembiayaan baik sepenuhnya (mudharabah)

atau sebagian (musyarakah) terhadap suatu usaha yang tidak berbentuk
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saham dan dengan demikian tidak tergolong scbagai penyertaan dana yang
ditempatkan baik sepenuhnya atau sebagian tetap menjadi milik bank sampai

pada batas wakiu perjanpan. "
Pembiayaan perdagangan adalah pembiayaan yang disediakan oleh bank bagi
nasabahnya yang ingin membeli barang yang diperlukannya. Nasabah yang
menentukan pilithannya atas barang tersebut dan bank akan membelikan
terlebih dahulu, kemudian seketika itu juga menjualnya kepada nasabah
dengan  “harga baru” yang disepakati bersama. Dalam kesepakatan itu
dinyatakan apakah nasabah akan membayar seluruhnya pada saat jatuh tempo
atau dengan cara mencicil.

. Bank bagi hasil di Indonesia tidak diperbolehkan menjalankan kegiatan sewa
guna usaha (al ijarah) dan sewa beli (al bai utakjiri) karena keglatan imi
termasuk bidang usaha lembaga pembiayaan,

. Bank svari'ah dapat menerima titipan zakat, infaq, dan sadagah yang apabila
belum disampaikan kepada vang berhak. Bank Bagi Hasil diperkenankan
memuiar dana tersebut dalam bentuk pcmbia}raan kebajikan yang harus
dikembalikan pada waktunya tanpa tambahan apapun erzpada mereka yang
memenuhi syarat dan membutuhkan pinjaman.

Bank Bagi Hasil juga boleh menyelenggarakan pelayanan jasa-jasa
perbankan lain sepanjang tidak bertentangan dengan syari’ah Islam, seperti

titipan dana dalam rekening koran, seperti giro, wadi'ah dan jasa lainnya,



pemberian  jaminan, pengalihan tagihan, pelayanan khusus, dan pembukaan

letter of credit.

2.2. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Ekonomi Islam berbeda dengan prinsip-prinsip ekonomi lainnya. Menurut

Swafi 'l Antonie (1999, hal. 45), perbedaan tersebut dapat dilihat dan :

1.

LY

Dalam ekonomi, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian
Tuhan kepada manusia guna memenuhi kesejahteraan bersama di dunia dan di
akhirat bukan seperti ekonomi kapitalis untuk kepentingan din sendiri (self
interext principle).

Islam mengakui hak pribadi, tetapi harus dibatasi oleh Pertama, kepentingan
masyarakat, Kedua Islam menoigk setiap pendapatan yang diperoleh dari suap,
rampasan, kecurangan, pencunan, perampokan, pempuan dalam timbangan atau
ukuran, pelacuran, produksi dan penjualan alkohol, bunga, judi, perdagangan

gelap, usaha vang merugikan masyarakat.

. Kekuatan pengerak utama ekonom Islam adalah kerjasama, liwa kenasama im

adalah mem::;ri keuntungan yang wajar, tanpa perubahan ongkos maka harga
barang hanya sebagai akibat prinsip kelangkaannya.

Al Qurian :"Hai arang-orang vang heriman, janganfah kamu mokan harta
sesamamu dengan jalan baiil, kecuali dengan perdagangan-perdagangan vang
dilakukan dengan suka sama swka diantara kamu..." (04 @ 29). Arti ayat i

adalah bahwa kepemilikan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang
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akan meningkatkan besaran produksi nasional supava harta ity jangan berputar
di sekitar orang-orang kaya saja.

3. Dalam ckonomi penganut pasar bebas, pemilikan industri  didominasi oleh
monopall dan oligopoli. Islam menjamin pemilikan masyaml:m- dan
penggunaannya direncanakan untnk  kepentingan orang banyak. Rasulullah
bersabda : “Masyarakar punya hak sama untuk aiv, padang rumput dan api,
bahan tambang, bahkan bahan makanan harus dikelola  oleh  perusahoan
negara "

6. Seorang muslim harus takut kepada Allah dan hari penentuan seperti dalam
Al Qur'an ; “Dan takutlah hari sewakin  kamu dikembalikan kepada Allah,
Kemudion masing-masing diberi balasan dengan sempurna usahanya {amel

ibadalvyva). Dan mereka tidak teraniava, “(02 : 281).

1.3. Perbandingan Antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Disamping adanya beberapa persamaan antara bank Konvensional dan bank
syari‘ah, terdapat pula perbedaan yang cukup mendasar antara lain : aspek legal, dan
usaha yang dibiavai,

Secara umum perbandingan antara bank syari’ah dan bank konvensional

disajikan dalam tabel berikut ;
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Tabel 2.1.

Perbandingan antara Bank Syari*ah dengan Bank Konvensional

Uraian

f

Bank Syariah

Biaya Uang

Bank Konvensional

Ditetapkan sekali dalam jumlah
terhadap pinjaman sebesar biaya
vang diketuarkan, disebut biayva
administrasi

Ditetapkan di muka dalam
prosentase terhadap
pinjaman dan sisi

pinjaman, disebut bunga

Biaya vang kredit
kepemilikan barang

Ditetapkan di muka dalam jumlah
nominal dan kewniungan yang
disepakati, discbut margin laba

[mark up)

Ditetapkan dimuka dalam
proseniase terhadap sisa
kredit, disebut bunga

Keumunganberugian
nasabah

Persen tertentu dari jumlah
keuntungan alsy kerugian bank sesui
keadaan, disebut bagi Tasil

Persen tertentu dan sz
SpANAN SEcaTa lelap
dan pasti, discbut bungs |

Benluk pinjaman

Barang yane dibelikan untuk nasabah

Uang tunai

Jaminan pinjaman atau
hutang

Tidak disyaratkan

Diisyaratkan

Siamus simpanan deposito
dan tabungan

Penvertaan dana dan operasi bank
dengan hek mempercleh bagian
keuntungan

Pinjaman dengan hak
memperaleh bunga
secard letap

Status simpanan gire

Titipanr nasabah vang d-apa: diberikan
bonus dan dapat dikenakan biaya
penitipan

Titipan nasabah dengan
hak memperoleh jasa giro
dan membayar biayas
adminisirasi

Dana murah wntuk

pembinaan golongan
ekonomi lemah

Tersedia dari Z15 dan pendapatan non
haial

Tidak tersedia

Pengerahan dan penyaluran | Harus melalui dewan pengawas Tidak ada dewan sepert
dana svari'ah _ | ity _
Hubunan dengan nasabah | Dralam bentuk kemnraan | Dalam mﬁfﬂb“m'

Inwestas)

1

Yang halal-halal saja

.-_-iﬂt:lé.j'lﬂl.-ﬂ.l dan haram

Sumbér :

www, Bmi.co.id

2.4. Fungsi, Peranan, Tujuan dan cara-cara Bank Syari’ah

2.4.1. Fungsi dan Peranan Bank Syari’ah

Adapun fungsi dan peran bank syari’ah yang diantaranya tercantum dalam

perbankan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOFI (Accounting and

Auditing Organization For Islamic Financial Institution), sebagai berikut :
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[. Manajer Invesisi, bank syari’'ah dapat mengelola investasi dana nasabah.

2. Investor bank syari’ah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun
dana nasabah vang dipercayakan kepadanya. )

3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syari’ah dapat
melakukan kegiatan-kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana lainnya.

4. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan
syari'ah, bank Islam juga memihki kewajiban untuk mengelvarkan dan
mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serla

dana-dara sosial lainnya.

2.4.2. Tujuan Bank Syari’ah
Dalam melakukan kegiatannya bank svarn’ah mempunyar beberapa tujuan
diantaranya sebagai berikut :

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islami,
khususnva muamalat vang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dan
prakick-praktek nba atau jenis-jemis . usaha/perdagangan yang mengandung
unsur-unsur gharar (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang
dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan
ekonomi rakvat.

2, Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan
pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan vyang

amat besar antara pemilik modal dengan pthak yang membutuhkan dana.
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3. Untuk meningkatkan kualitas hidup dengan jalan membuka peluang usaha yang
lebih besar  terutama kelompok miskin yang diarahkan kepada kegiatan usaha
yang produktif, menuju r'er{:[ptdnya kemandirian usaha.

4. Untuk rm:nang-gulﬂngi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan
program utama dari negara-negara  yang sedang berkembang Upava bank
syari'ah  di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasahah
yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti
program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang  perantara,
program  pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan
program pengembangan usaha bersama.

5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syari’ah
akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatkan adanya inflasi,
menghindan persaingan yang tidak sehat antara lembaga kevangan.

6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syari’ah.

2.5. Sistem Operasional Perbankan Syari*ab
2.5.1. Bagi Hasil Sebagai Karakteristik Dasar Bank Syari'ah
Dalam menjalankan operasinya, bank syari’ah dapat melakukan distribusi
hasil usaha dengan menggunakan dua metode, yaitu :
I. Revenue Sharing
Dalam metode ini, nasabah akan memperoleh bagi hasil dari pendapatan hasil

usaha sebelum dikurangi biaya-biaya.
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2. Profit Sharing
Dalam metode ini, nasabah akan memperoleh bag hasil dari keuntungan yang
diperoleh dari hasil usaha.

Bank Islam secara keseluruhan menggunakan metode bagi hasil (revenue
sharing) sebagai  karakteristik umum den landasan dasar bagi kegiatan
operasionalnva secara harfizh, prinsipnya berdasarkan kaidah Al-Mudharabah.
Dalam bank syari'ah hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan hubungan
debitur dengan kreditur melainkan hubungan kemitraan (partnership) baik antara
penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung bank
akan benindak sebagai pengelola dana (mudharibh). Sedangkan penabung bertindak
sehagai penvandang dana (shohibul maal). Oleh karena itu antara keduanya
dizdakan mudharabah yang menyatakan pembagian dengan masing- masing
pihak, karena itu tingkat laba bank syari’ah tidak saja berpengaruh terhadap tingkat
bagi hasil untuk para pemegang saham tetapi juga bagi hasil yang dapat diberikan
kepada nasabah penyimpan dana. Hubungan kemitraan ini merupaken bagiannya
yang khas dani  proses berjalannya mekunisme bank syari‘ah.

Karena di sisi lain, dengan pengusaha’peminjam ::iana, bank Islam akan
bertindak sebagai shohibul maal (penyandang dana, baik tabungan, deposito,
maupun duna bank itu sendii berupa modal pemegang saham). Sementara itu,

pengusaha/peminjam akan berfungsi sebagai pengelola karena melakukan usaha

dengan cara memutar dan mengelola dana bank.
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Skema

Peranan Nasabah dan Bank dalam

Perbankan Syari‘ah
[ =)= 7

Shohibul maal

hiludharth —_— Masahah
Bank -— Peminjam
Shohibul maal Mudhamnb

Sumber - Svafi'i Anionio, Muhammad, 2001.

Gambar 1. Peranan Nasabah dan Bank dalam Perbankan Syari’ah.

Meskipun demikian, dalam perkembangannya, para pengguna dana bank
[slam udak saja membatasi dirinva pada suatu akad, yaitu mudharabah saja
sesual dengan dan jems usahanva, mereka ada vang memperoleh dana dengan
sistem perkongsian, sistem jual beli, sewa menvewa dan lain-lain. Oleh karena itu,
hubungan bank Islam dengan nasabahnya menjadi sangat kompleks karena tidak .

hanya berurusan dengan satu akad namun juga berbagai jenis akad.
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Tabel 2.2

Perbedaan Antara Bunga Dan Bagi Hasil

-

Bunga . Baxi Hasil
1 | Penentuan bunga dibuat pada 1 | Penentuan besarmya rasio bagi
wakiu akad dengan asumsi harus hasil dibuat saat akad dengan
selalu untung pedoman pada kemungkinan
| untung dan_rugi
2 | Besarnya prosenlase untunyg 2 | Besarnyu rasio bagt hasil
berdasarkan modal yang berdasarkan jumlah untung yang
dipinjamkan diperoleh
3 | Pembavaran bunga tetap seperti 3 | Bagi hasil bergantung pada
yang dijanjikan tanpa keuntungan atau kerugian proyek
pertimbangan lainnya. vang dijalankan
4 | Jumlah pembavaran bunga tidak 4 | Jumlah pembagian laba
meningkat walaupun jumlah meningkat dengan peningkatan
| keuntungan beclipat jumlah pendapatan. b
5 | Eksistensi bunga diragukan y 5 [ Tidak ada vang meragukan.

Sumber : Syafi’i Antomio {1999, hal 88).

2.6. Sistem Perhimpunan Dana BPFRS

Sebagaimana pada bank konvensional, penghimpunan dana pada bank
svari'ah  dapat berbentuk giro wadi'ah, tabungan wadiah, deposito mudharabah
dan fasilitas simpanzn amanah. Dalam pandangan syari’ah, vang bukan merupakan
komoditi melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai pertambangan mlal
ekonomis (Economic Added Value), Tanpa pertambahan nilai ekonomis itu, uang
tidak dapat menciptakan kesejahteraan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan
perbankan  berbasis bunga dimana vang mengembangbiakkan uang, tanpa
memperdulikan apakah uang tersebut dipakai dalam kegiatan produktif atau tidak.
Waktu adalah faktor utamanya. Sedangkan dalam pandangan syari'ah, uang hanya

akan berkembang bila ditanamkan ke dalam kegiatan ekonomi nill (Tangible
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Feanomic Activities). Dengan demikian  hubungan antara bank syari'ah dengan
nasabahnya adalah lebih dar sebagai partner ketimbang sebagai lender atau
borrower. Bank syari’ah dapat bertindak sebagai pembeli, penjual atau pibak yang
menyewakan (lessor). Hal ini bisa dilakukan secara langsung, dimana bank
mempunyai expertise untuk bertindak sebagai perusahaan dagang (Trading House),
atau secara tidak langsung dengan cara bertindak sebagai agen dari nasabahnya.
Untuk menghasilkan keuntungan, uang harus terkait erat dengan kegiatan
ekonomi dasar (Primary Economic Aciivity), batk secara  langsung bertindak
sebagal  trading house melakukan transaksi seperti perdagangan, kegiatan industri
atau sewa menyewa dan lain-lain, atau secara tidak langsung bertindak sebagai
inmvesment company melakukan penvertaan modal guna melakukan salah satu dan
atau seluruh kegiatan usaha tersebut.
Berdasarkan prinsip tersebut, jenis dan sumber dana bank syari‘ah dapat
dibedakan menjadi 3 (tiga) kategon vaitu
I. Dana Pihak Keuga : vaitu dana yang dimmpun oleh bank vang berasal dar
masvarakat. Sumber dana pithak ketiga ini dapat berbentuk  giro, tabungan dan
deposito, Sedangkan BPRS hanya dapat |I11eia}raﬁi tabungan, deposito  dan
fasilitas simpanan amanah. Jadi dalam tulisan im hanya akan diuraikan tentang
tabungan, deposito, dan fasilitas simpanan amanah yvang dapat ditarik oleh
BPRS. Dalam hal mekanisme perhimpunan operasional dana ini  harus

disesuaikan dengan prinsip syari’ah.
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Tabungan Wadi’ah

'l:al:lungan adalah simpanan yang penarikannva hanya dapat dilakukan
menurul syarat tertentu  yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik  dengan
cek atau vang dapat dipersamakan dengan itu.

Bank menenma tabungan (saeving account), baik pribadi maupun
badan usaha dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan dana ini
wadi’ah ; vaitu titipan vang tidak menanggung resiko kerugian, serta bank
akan memberikan kadar profit kepada penabung sejumlah tertentu dari bagi
hasil yang didapat bank dalam pembiayaan kredit pada nasabah, yang
diperhitungkan secara harian dan dibayar setiap bulan. Penabung akan
mendapat buku tabungan untuk mencatat mutasi dan baki.

Deposito Wadi’ah atau Deposito Mudharabah

Deposito Wadi’ah atau Deposito Mudharabah (Deposito Berjangka)
adalah simpanan yang pemakaiannya hanva dapat dilakukan pada waktu
tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dan bank.

Bank menerima deposito berjangka {Time wnd Invesment Acconn)
baik pribadi maupun badan/lembaga. Akad penerimaan deposito adalah
wadi'ah atau mudharabah dimana bank menerima dana masyarakat
berjangka 1, 3, 6, 12 bulan dan seterusnya, sebagai penyertaan sementara
pada bank. Deposan yang akad depositonya wadi'ah mendapat nisbah

bagi hasil keuntungan vang lebih kecil dari mudharabah dan bagi hasil yang
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diterima bank dalam pembiayaan nasabah, dibayar setiap bulan. Deposito,

bank akan menerbitkan warkat deposito atas nama deposan.

¢. Simpanan Amanah

Bank menerima titipan amanah (rusiee Aceound) berupa dana infaq
sadaqah, dan zakat, karena bank dapat menjadi perpanjangan tangan dari
baitil smaal  dalam menyimpan dan menyalurkan dana ummat secara
optimal.

Akad penerimaan titipan ini adalah wadi’ah yaitu titipan yang
menanggung resiko, bank akan memberikan kadar profit (berupa bonus) dan
bagi hasil vang didapat bank melalul pembiavaan kepada nasabah.

2. Dana dan lembaga, yaitu bsmﬁ setoran jaminan, dana transfer, saham,
pinjaman atau penerimaan dan luar negen, kerdit hkwditas dan BI

3. Dana vang bersumber dan bank 1tu sendin, yaitu diperoleh dari setoran modal
dari pemegang saham, cadangan bank {cadangan laba pada periode lalu), dan

dari laba bank yang belum dibagi pada periode lalu.

2.7. -Penvaluran Dana

Dalam penyaluran dana bank syariah harus berpedoman pada prinsip
kehati-hatian. Sehubungan dengan hal 1tu bank diwajibkan untuk meneliti secara
seksama calon nasabah penenma dan berdasarkan asas pembiayaan yang schat,
Ketentuan-ketentuan lain vang berkaitan dengan penyaluran dana perbankan tetap

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah, Dalam menyalurkan
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dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syari’ah terbagi kedalam
tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu ;

I. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan

dengan prinsip jual beli,

L

Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan

prinsip sewa.

Lad

Transaksi pembiayaan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna

mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.

2.7.1. Pembiayaan Investasi dan Perdagangan
2.7.1.a. Pembiavaan Investasi

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan baik sepenuhnya (mudharabah)
atau sebagian {musyarakah) terhadap suatu usaha yang tidak berbentuk saham, dan
dengan demikian tidak tergolong penyertaan dana vang ditempatkan baik seluruhnya
atau sebahagian tetap menjadi milik bank sampai pada batas waktu perjanjian,

&
-
" -

2.7.1.b. Pembiayaan Perdagangan

Pembiayaan perdagangan adalah pembiayaan yang disediakan oleh bank
bagi nasabahnya yang ingin membeli barang yang diperlukan. Masabah yang
menentukan pilihan atas barang tersebut, dan bank yang akan membelikannya
terlebih dahulu, kemudian seketika itu juga menjualnya kepada nasabah dr:nga_n

“harga baru” yang disepakati bersama. Dalam kesepakatan itu dinyatakan apakah
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nasabah akan membayar seluruhnya pada saat jatuh tempo aiau dengan cara

mencicil.

2.7.12. Pembiayaan Dengan Sistem Bagi Hasil

Pembiayaan bagi hasil terdin atas :

Mudharabah

Pembiayaan kerja sama antara bank sébagai shahibul maal/pemilik dana
dengan nasabah sebagai pelaksana usaha (mudharib). Proyek usaha terscbut
adalah suate usaha vang produkuf lagi halal.

hMusvarakah

Kerja sama perkongsian dana yang dilakukan oleh dua atau lebih anggota
perkongsian dalam suatu usaha yang dijalankan oleh pelaksana usaha. Dimana
pembagian keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama.
Palaksanaan itu boleh dilakukan salah satu dari masing-masing anggota
penverta dana atau boleh juga pihak lain yang discpakati bersama. Dalam
pembiavaan ini, pemilik dana boleh melakukan intervensi manajemen dalam

usaha tersebut, : :

2.8. Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
2.8.1. Pengertian Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Usaha mikro dan kecil (UMK) didefenisikan secara berbeda oleh masing-

masing organisasi (Bank Indonesia, Bank Dunia, Badan Pusat Statistik, atau

Menneg Koperasi dan PKM). Terlepas dari perbedaan tersebut, terdapat kesamaan
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pendapat bahwa UMK memiliki potensi besar dan harus dikembangkan. Hal ini
tercermin dari tekad pemerintah yang dituangkan dalam 10 program percepatan

pemulihan ekonomi yvang memasukkan pengembangan UMK sebagai salah sa:lu
program prioritasnya.

Dalam alokasi pembiayaan perbankan, umumnya menggunakan kriteria yang
lercantum pada pasal 1 Undang-undang MNomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil
yang berbunyi : “Usaha kecil adalah usaha produktif yang berskala kecil dan
memenuhi kriteria kekayaan bersih di atas 25 juta dan paling banyak 200 juta tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tzhunan
yang paling banyak satu milliyar rupiah (Rp 1.000.000.000,-) serta menerima  kredit
pembavaran dari bank maksimal lima puluh juta rupiah (Rp 50.000.000,-) sampai
dengan lima ratus juta rupiah (Rp 5C0.000.000,-). Dan krieria yang tercantum dalam
instruksi presiden (Inpres) No. 10 tahun 1999 mengenai defenisi usaha menengah
sebagai unit usaha dengan nilai asset neto (diluar tanah dan gedung) antara Rp 200
juta hingga Rp 1 Millivar, di atas itu adalah usaha besar. Selain itu undang-undang
No. @ tahun 1999 jupa disebuikan bahwa usaha kecil meliputi usaha kecil informal
dan usaha kecil tradisional formal. |

Usaha kecil informal adalah usaha yang belum terdafiar, belum teregistrasi
dan belum berbadan hukum, antara lain: petani, penggarap, industri rumah tangpa,
pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, dan pemulung. Usaha
kecil tradisional formal adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana

yang telah digunakan secara turun temurun dan/atau berkaitan dengan seni dan
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budaya. Kegiatan ekonomi rakvat yang berskala kecil yang dimiliki dan dihidupi

sebagian besar rakyat.

Kriteria usaha kecil menengah adalah

%

Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 - (dua ratus juta
rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.

Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000,000,-,

Catatan : yang dimaksud dengan hasil penjualan  tahunan adalah hasil
penjualan berasal dari penjualan barang dan jasa dari usahanya dalam satu
tahun buku.

Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang pm;sahaan
vang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak
langsung dengan usaha menengah atau besar,

Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau
badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

Adapun pengertian usaha mikro adalah  pemiiik dan pelaku kegiatan usaha

skala mikro di semua sektor dengan kekayaan di iwar tanah dan bangunan

maksimum Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), mereka itu terdiri dari :

petani kecil, peternak, pengrajin, nelayan, industri kecil, pedagang kaki lima,

bakulan di pasar maupun yang bergerak di bidang jasa dan lain-lain, di wilayah

pedesaan dan perkotaan.

Selain kriteria tersebut, badan pusat statistik menggolongkan industri atas

jumlah tenaga kerja, sebagai berikut:

27



Tahbel 2.3

Fenggolongan Industri Menurut Jumlah Tenga Kerja

Golongan Industri " Tenaga kerja (orang)
| Besar ~ 100
Sedang 20 -99
Kecil - -1
Rumah langga 1 -4

Sumber : Laporan penelitian kajian techadap penyaluran kredit perbankan untuk UKM di
SUL = SEL.

Selanjutnya didefenisikan bahwa industri pengolahan adalah suatu kegiatan
ekonomi vang melakukan kegialan mengubah suatu barang dasar secara mekanis,
kimia atau dengan tenaga menjadi barang jadi atau barang setengah jadi dan atau
barang vang kurang nilainya menjadi barang yang bernilai tinggi dan sifatnya
lebih dekat kepada pemakai akhir. Di sini termasuk jasa industri dalam pekerjaan
perakitan.

Sedanukan Bank  Indonesia _mf;ngelmnpnkkan pengusaha ::lenga;; -
menggun.ékﬁn SE Bank Indonesia No. 3/15/INTERN Ianggal-lf-‘r Juni 2002 yang
menvatakan bahwa :

a, Pengusaha Besar, semua pengusaha yang telah memiliki batasan usahan keail,
vakni asset bersth lebih dari Rp 200.000.000,- (tidak termasuk tanah dan

bangunan) atau omset penjualan tahunan lebih dari 1 milyar.
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b. Pengusaha kecil, semua pengusaha yang memiliki aset bersih maksimum Rp
2.000.000.000, - (tidak termasuk tanah dan bangunan) atau omsel penjualan
tahunan maksimum satu milyar rupah {Rp_l.[H}D.ﬂﬂﬂ.ﬂﬂﬂ,-}.

c. Pengusaha mikro, semua pengusaha yang hersi;:‘al informal dengan total aset

tidak lebih dari 25 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan).

2.8.2. Kondisi Umum usaha Mikro Kecil (UMK) di Indonesia

Dalam literatur ekonomi, pentingnya UMK khususnya di negara-
negara berkembang (termasuk Indonesia) seringkali dikaitkan dengan
masalah-masalah ekonomi dan sosial di dalam negeri seperti  tingkat
kemiskinan vang tinggi, jumlah pengangguran yang besar terutama darl
golongan masyarakat berpendidikan rendah, ketimpangan distribusi
pendapatan, proses pembangunan  yang tidak merata antara daerah
perkotaan dan pedesaan, serta masalah urbanisasi dengan segala dampak
negatifnyva.

Di Indonesia, peranan UMK sering dikaitkan dengan upaya-upaya
pemerintah mengurangi pcngangguran; memerangi  kemiskinan, dan
pemerataan pendapatan. Oleh sebab itu tidak heran jika kebijakan
pengembangan UMEK di Indonesia sering dianpgap secara tidak langsung
sebagai kebijakan penciptaan kesempatan kerja atau kebijakan anti

kemiskinan, atau kebijakan redistribusi pendapatan.
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L.

Terdapat beberapa studi tentang  etika kerja dan hambatan-hambatan
perlumbuhan  yang didapai  oleh UMK di sejumlah negara berkembang.
Secara  wmum, studi tersebut rhe.ngana]isa tentang karakteristik atau pola
pertumbuhan UMK dalam beberapa kondisi atau tingkat perekonomian dan

faktor-fakior yang mempengaruhi keberadasn dan pertumbuban UMK

(Tambunan 2000).

Keberadaan Natural Usaha Mikro Kecil

Proses  pembangunan ekonomi dalam suatu negara pada dasarnya
memberikan kesempatan yang sama bagi semua sektor ekonomi  dan
berbagai skala perekonomian. Ukuran dari suatu badan usaha tlergantung
pada beberapa faktor; dua diantaranya adalah pasar dan teknologi, Jika
pasar yang harus dilayani pada skala kecil, maka pasar tersebut akan
menyediakan jenis produk tertentu untuk konsumen yang terbatas jumlahnya
atay berdasarkan karakter musim, sehingga badan usaha yang layak untuk
itu adalah UMK (dalam arti UMK memiliki pendapatan vang rendah, tetap
UME tetap meinperoleh margin plmﬁi yang cukup). Besar atau kecilnya
pasar itu sendiri sebenarmya dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nil per
kapita, jumlah penduduk, struktur penduduk, permintaan efektif dan
kemampuan penduduk.

Tingkat Penerimaan Sebagai Salah Satu Faktor

Sebuah survey dalam literatur menunjukkan bahwa terdapat beberapa

studi yang memperhatikan perkembangan UMKM di beberapa negara
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berkembang. Tapi, hal ini bisa dikatakan hingga saat ini studi teori tentang
_hubungan antara tingkat penenimaan (sebagai salah satu ukuran tingkat
perkembangan ekonomi) dalam daerah atau negara dan  perubahan
terstruktur dalam industri manufaktur atau pola UMK masih relatif terbatas.

3. Spesialisasi Fleksibel

Penpalaman dari negara-negara berkembang menunjukkan bahwa UMK

sebagai sumber produksi dan inovasi teknologi, penghasil SDM  berkualitas

tinggi, dan memiliki fleksibilitas dalam proses produksi untuk menghadapi
perubahan yang sangat cepat dalam permintaan pasar UMK juga bisa lebih
efisien dibandingkan industri besar dalam memenuhl perminlaan pasar,
bahwa sejumlah UMK memiliki segmentasi yang lebih spesifik daripada
industri besar, Kemampuan UME sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor.

Beberapa diantaranya sumber daya manusia, penguasaan teknologi dan

akses terhadap informasi,

Dalam pengembangan UMK, pemeriniah Indonesia telah memberlakukan
berbagai macam deregulasi sebagal upaya penvesuaian strukiural dan rekonstuksi
perekonomian. Pada kenyataannya, I:raing,rak ﬁ&syarakat Vang rlnr:lihat baliwa
deregulasi dalam dunia bisnis maupun investasi tidak banyak memberikan
keuntungan bagi UMK, tetapi justru lebih menguntungkan usaha besar dan
konglomerat.

Meskipun UMK hanya memberikan sedikit nilai tambah (value added)

dalam pembentukan Gross Domestic Bruto (GDB) tapt UMK memiliki beberapa

31




peranan penting yang dapat dilihat melalui beberapa aspek peranan strategis dari
UMK tersebut antara lain :

1. UMK memiliki jumlah yang sangat banyak dan terdapat di setiap sektor
ekonomi. Jumlah industri kecil dan industri rumah tangga di Indonesia
mencapai 2.84 juta unit atau 99 persen dari total seluruh unit usaha.
Sedangkan jumlah badan usaha yang masuk dalam kategori indusiri
menengah dan besar hanya 23 ribu unit,

2. UMK memiliki peranan besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap  unit
investasi dalam industi kecil berpotensi menciptakan kesempatan besar bagi
penyerapan tenaga kerja  dibandingkan dengan investasi yang sama pada

industri besar.

Lk

UME memiliki kemampuan dalam menggunakan bahan baku lokal, mereka
memainkan peran utama dalam menyediakan barang dan jasa bagi

masyarakat dan secara tidak langsung mendukung aktivitas usaha besar.

2.9. Pengertian Market Share ,

Untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu pErLlsahaE;n |
maka harus diusahakan adanya peningkatan volume penjualan  produknya,
Demikian pula halnya dengan bank perkreditan rakyat syari'ah (BPR3) dalam
berkompetisi di dunia perbankan. BPRS yang lalai melakukan hal tersebut akan
membahayakan eksistensinya sebab dari waktu ke waktu selalu terjadi perubahan

dan peningkatan persaingan sebagai akibat adanya perkembangan dan kemajuan
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yang dicapai oleh manusia melalui IPTEK yang teniunya akan membuka
kﬂﬁffﬂpﬂ'lﬂn bagi orang lain sehingga menciptakan keadaan yang kompetitif.

Dengan demikian perlu untuk mengetal:.ui dan menganalisa market share
BPRS karena merupakan suatu ukuran atau kriteria tentang keberhasilan BPRS
dalam mencapai tujuan dan sasarannya dalam menyalurkan pembiayaan.

Secara umum pengertian markel shere  atau pangsa  pasar adalah
perbandingan antara total penjualan perusahaan dengan total penjualan industri
atau dengan kata lain merupakan perbandingan antara total pembiayaan Bank
Perkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS) dengan total pembiayaan Bank Perkreditan
Rakvat (BPR) secara kescluruhan.

Sehingga untuk menentukan market share pembiayaan BPRS tersebut

digunakan rumus :

e.n]u_alan Pcrusahaﬁﬂ < 100%
Penjualan Industn

warket Share (MS): P

Menjadi :

Pembiayaan BFES
Market Sh MS) .
" arket Share (MS) Pembiayaan BPR dan BPRS

%100%

Dimana !

Pembiayaan BPRS © Total pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS

Pembiayaan BFR Total pembiayaan yang disalurkan BFR konvensional
dan BPRS.

Pgrnﬁiayaan yang dimaksud di sim adalah jumlah dana yang diberikan oleh

BPRS kepada pengguna dana untuk kebutuhan investasi atau modal usaha

33




Selanjutnya total pembiayaan BPR dan BPRS adalah jumlah dana yang diberikan
BPR dan BPRS kepada pengguna dana untuk kebutuhan investasi atau modal
usaha.

Selain itu Marker Share juga berarti bagaimana posisi BPRS terhadap BPR
konvensional vang menjadi pesaingnya. Lebih jauh lagi adalah bagaimana BPRS
mampu mempertahankan kesetiaan para nasabahnya terhadap produk bank syari‘ah,
atau bapaimana BPRS berhasil menarik nasabah dari BPR pesaing.

Gunawan Adisaputro Marwan Asri berpendapat bahwa : “dalam analisa
industri, ditonjolkan tentang Marker Share yang dimiliki oleh perusahan. Apabilah
Marker Share semakin lama semakin kecil, berarti perusahaan mempunyai posisi
yang makin rendah dalam persaingan dengan perusahaan-perusahaan lain™,

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat penjualan
perusahaan tidah hamva tergantung pada prestasi yang dicapai pada tahun-tahun
sebelumnva tetapi juga dikaitkan secara langsung dengan perubahan industri.

Perusahaan vang terzolong dalam perusahaan pemimpin pasar, selalu
berusaha meﬁwpeﬂahankan M.:rr.'!r{zf..ﬁf:-aren}w. Sedangkan perusahaan yang berada
pada penantang pasar selalu berusaha untuk mencan  kelemahan-kelamahan
perusahaan pemimpin pasar tersebut guna merebut pasar dan meningkatkan Adarker
Sharemva. Kelemahan dan kelengahan suatu perusahaan akan merupakan kesempatan
yang sangat berarti bagi perusahaan lain atau perusahaan saingan untuk memasuki
pasar atau memperluas Muarket Sharemya. Oleh sebab itu perusahaan harus tetap

waspada dan berusaha untuk meningkatkan penjualannya.
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Market Share perusahaan dapat ditingkatkan dengan jalan meningkatkan
kegiatan-kegiatan pemasaran dengan cara sebagai berikut
|. Meningkatkan kegiatan industri produk sehingga dapat memasuki pasaran

dengan produk baru saingan.

2. Meningkat kegiatan promosi supaya dapat menarik nasabah baru dan
mendemostrasikan produk baru.
3. Mengadakan perbaikan peningkatan mutu produk (product Development).
4. Meningkatkan dan memperbaiki saluran disiribusi serta mengajak para
distributor untuk ikut serta dalam promosi.
5. Mengadakan dan mendorong penjualan melalui sistem harga
Market Share atau pangsa pasar BPRS merupakan salah satu kriteria atau
ukuran keberhasilan kegiatan pemasaran BPRS pada khususnya dan usaha BPRS
pada umumnya dalam usaha mencapai sasaran dan tujuan perbankan syari’ah.
Kegiatan BPRS vang dilaksanakan untuk meningkatkan pasar atau Marker Share
BPRS diarahkan atau ditujukan kepada nasabah yang sudah ada atau kepada calon
nasabah potensial gun.a menarik dan mend'nmng mereka untuk menjadi nasabah

BPRS.

2.10. Kerangka Konsepsional
Pada bagian im kerangka teori yang digunakan untuk mengkaji analisis yang
digunakan dalam melihat hubungan Yyang signifikan antara variabel-variabel yang

berkaitan dalam penulisan ini.
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Bank Islam yang beroperasi di Indonesia yang dijadikan sebagai perbankan
alternatif, setelah ketidak-berdayaan bank-bank konvensional mengatasi masalah
yang timbul akibat krisis ekonomi j.f.;il'l g melenda dan memporak-porandakan tatanan
ckonomi kita.

Setelah berdirinva Bank Muamalal (EMI) timbul peluang untuk mendirikan
hank-bank yang berperinsip syari’ah. Operasionalisasi BMI kurang menjanghkau
usaha mikro dan kecil, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga
keuangan Mikro, seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syarn’ah yang bertujuan
untuk mengatasi hambatan oprasionalisasi bank syariah (BMI dan Bank unit Syanah
lainnva) .

Diemikian halnya BPRS vang menyalurkan pembiayaan kepada Usaha Mikro
dan kecil (UMK) dengan sistem bagi hasilnya. Dengan adanya pembiayaan tersebut
diharapkan dapat meningkatkan dan mempercepat perkembangan Usaha Mikro dan
Kecil (UMK di Sulawesi Selatan.

Karena kinerja UMK telah diakui oleh hanvak pthak terbukt mampu survive
dan menjadi penyangga di tengah-tengah krisis yang ‘melanda perckonomian
Indonesia. UME tidak hanya mampu menyerap tenaga kerja dari limpahan industri
besar yang mengalami PHE besar-besaran, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan
hidup di dalam negeri yang relatif murah, selain bahan baku produksinya banyak

mengandalkan pasokan lokal juga hebas dari resiko kerugian kurs mata vang.
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UMK juga mempunyai potensi pasar yang sangat tinggi, mengingat dengan
biaya yang rendah, maka harga produk yang dihasilkan relatif juga rendah sehingga

terjangkau oleh kalangan pasar ekonomi lemah,

Perbankan Syariah
(BPRS)

Pembiayvaan Usaha Mikro dan
Kecil dengan Sistem Bagi Hasil

Perkembangan Sektor Usaha Mikro
dan Kecil di Svlawesi Selatan

Gambar 2. Kerangka Konsepsional

2.11. Hipotesis

Dari uraian pada kerangka konsepsional di atas maka hipotesis dalam

penufisan ini adalah
"‘Diduga bahwa peranan BPRS dalam menyalurkan psmbiayaan pada Usaha Mikra

dan Kecil (UMK) di Sulawesi Selatan sangat besar dibandingkan dengan BPR

Konvensional.”
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3.1.

3.1.1.

BAB III

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang dibutuhkan adalah :

a. Data Kuantitatif
Yaitu data-data yang merupakan data time series dari tahun 2000-2004.
Data tersebut terdiri dari perkembangan pembiayaan, besarnya dana
yang dihimpun oleh bank, perkembangan jumiah usaha mikro dan kecil

b. Data Kualitauf
Yaitu data vang diperolah dalam bentuk uraian lentang penjelasan
keadaan pembiayaan untuk usaha mikro dan kecil (UMK) dan melalui
penelitian kepustakaan dari berbagai literatur atau referensi lainnya
seperti artikel-artikel dan skripsi yang ada kaitannya dengan penulisan

. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, bersumber .
darn :
1. Bank Indonesia Makassar

2. Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Propinsi Sulawesi

Selatan.
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3, Biro Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan.

3.2. Metode Analisis

Untuk menguji hipotesis yang diajukan tentang analisis peranan BPRS
terhadap pembiayaan pada UMK di Sulawesi Selatan, digunakan metode analisis
“lyalitatif™ deskriptif deéngan  melihat, menganalisis dan membandingkan data
dari tahun ke tahun selama kurun waktu penelitian baik dalam angka mutlak
maupun dalam persentase. Selanjutnya digunakan untuk melihat seberapa besar
pergerakan dana pihak ketiga yang masuk ke Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah
(BPRS) dan berapa jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS untuk Usaha
Mikro dan Kecil serta bagaimana perkembangan Usaha Mikro dan Kecil di
Sulawesi Selatan kemudian berapa besar market share dari BPRS di Sulawesi Selatan
dengan rumus ;

Market Share (MS): — sy s
sarket HTE{_ y chbiﬂ}.’ﬂﬂn BPR dan BPRS

(0%

Selanjutnya akan dijelaskan tentang strategi (metode) yang digunakan di

BPRS Syari'ah dalam menyalurkan pembiayaan di sektor UMK,

3.3. Batasan Variabel

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi variabel-

variabel yang akan dibahas, yaitu ;

| Usaha mikro adalah usaha produktif yang bersifat informal dengan total

aset < Rp 25 juta di luar tanah dan bangunan.
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2. Usaha kecil adalah suatu usaha yang memiliki aset > Rp 25 jula sampai

dengan <Rp 200 juta di luar tanah dan bangunan tempag usaha atau omset

Rp 1 Milyar.. . - %
3. Kriteria Usaha Kecil adalah -

3. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus
juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,-
Catatan : yang dimaksud dengan hasil penjualan tahunan adalah hasil
ﬁt;jualan yang berasal dari penjualan barang dan jasa dari usahanya
.dalam satu tahun buku,

¢. Berdin sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung
maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar,

d. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum,
atau badan usaha vang berbadan hukum termasuk koperasi.

4. Bagi Hasil Pembiavaan _

Hasil usaha Mudharib yang dibagi dengan pihak bank adalah laba usaha

yang dihasilkan mudharib berdasarkan usahanya setelah melewati satu

periode tertentu yang disepakati bersama dan setelah dikurangi pajak.
5. Market Share atau pangsa pasar pembiayaan BPRS adalah perbandingan

-amm total pembiayaan BPRS dengan fotal pembiayaan BPR dan BPRS

secara keseluruhan.
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6. Perkembangan usaha mikro dan kecil (UMK) adalah jumlah usaha mikro

dan kecil di Sulawesi Selatan selama kurun waktu penelitian.
7. Pembiayaan BPRS kepada UMK adalah pembiayaan yang disalurkan oleh

BPRS kepada UMK di Sulawesi Selatan lanpa melihat jenis usaha dan

apakazh pembiayaan tersebut digunakan sebagai modal atau untuk

- investasi.
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BAB 1V

ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1. Perkembangan Perbankap Syari’ah di Sulawesi Selatan

Rt nasional, bank syari'ah  telah berkembang dalam lima tahun

terakhir. Saat ini di Indonesia terdapat dua bank umum syari’ah (Bank Muamalat

Indonesta dan Bank Syari’ah Mandiri), tujuh unit syari'ah bank konvensional (bank
IKI, BNI, Bank Jabar, BRI, Danamon, Bukopin, dan BIl) dan 86 Bank
Perkreditan Rakyat Svari’ah (Biro Perbankan Syari"ah BI).

Perkembangan bank syari’ah di Indonesia sejalan dengan upaya
pemerintah untuk mengembangkan sistem perbankan berdasarkan prinsip syari’ah
vang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional (dual banking sistem),
maka pada tahun 1998 pemerintah memperkenalkan konsep sistem perbankan

syari'ah di dalam UU No. 10 tahun 1998, pengembangan sistem perbankan

syari‘'ah terutama ditujukan untuk memenum kebutuhan jasa perbankan bagi

masyarakal yang tidak menerima konsep bunga dan  mengembangkan

i

pembiayaan berdasarkan prinsip kemitraan.
Perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia merupakan  suatu

perwujudan dari permintaan masyarakal yang membutuhkan suatu  sistem

perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan/keuangan yang schat,

Juga memenuhi prinsip-prinsip syari'ah. Perkembangan sistem keuangan  syari'ah

sebenarnya telah dimulai sebelum pemerintah secara formal meletakkan dasar-

dasar hukum operasinya. Dengan demikian, legalitas kegiatan perbankan syari’ah
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melaluw UU No. 7 tahun 1997 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dalam

UU No. 10 tahun 1998 serta UL No. 23  tahun 1999 tentang Bank Indonesia

merupakan jawaban atas permintaan yang nyata dari ik

Bank syari’ah  yang beroperasi di Indonesia sekarang ada dua jenis, yaitu
Bank Umum Syari’ah dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pada tahun 1991, telah
berdii 2 (dua) bank syari’ah yaitu BPR Syari'ah Dana Mardhutillah dan BPR
Syari’ah Berkah Amal Sejahtera, yang keduanya berlokasi di Bandung. Kemudian
pada tahun 1992 dikeluarkan UU Perbankan No. 7 tahun 1992 yang isinya tentang
Bank Bagi Hasii. Sejak saat itu pula berdiri Bank Muarmalat Indonesia, kemudian
ditkuti BPR Syari’ah Bangun Drajat Marga dan BPR Syari’ah Mangi Rizki Bahagia
yang bertempat di Yogvakarta. Kemudian pemerintah melakukan revisi UU MNo. 7
tahun 1992 menjadi UU No. 10 tahun 1998. Dengan demikian, diterbitkannya UL
terwcbut memiliki hikmah tersendiri bagi Perbankan Nasional dimana pemerintah
membuka lebar kegiatan usaha perbankan dengan berdasarkan prinsip syari’ah.
Setelah UL No. 10 tahun 1998, di Indonesia telah berdin satu Bank Syari’ah
ditambsh dengan 80 BPR Syari'ah. Kemudian sciring  dengan perkembapgan
perbankan syari’ah, BI kemudian mengeluarkan UU No. 23 tahun 1999 pasal 10

dan pasal 11 yang menerangkan cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip

syari’ah maka perkembangan perbankan syari’ah kian pesat.

Di Sulawesi Selatan perkembangan perbankan syari’ah dari tahun ke tahun

sanpat pesat dengan potensi pasar yang sangat besar. Sejak terbukanya peluang

pen ' i ' i dengan bulan Januari
*ah di EU]E'WﬂSI Sﬂlﬂtﬂl'l., Sampeat
pembangan bank syarn a
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lah it
2005 telah berdini 2 buah kantar cabang bank umum syari’ah yaitu Bank Muamalat

Indcmesia; yany mulai beroperasi Pada tanggal 6 Desember 1997 dan Bank Mandiri

Syari'ah yang dibuka pada tanggal 5 Mei 2003. Tiga bank umum yang membuka

kantor unit syari'ah vaitu BNJ Syari‘ah yang beroperasi pada tanggal 17 Juli 2001,

Bank Danamon Syari‘ah yang didirikan pada tanggal 17 November 2003 dan

kemudian disusul oleh BRI Syari’ah pada tanggal 1 Desember 2003,

Selain bank-bank umum syari‘ah di atas, di Sulawesi Selatan telah pula
berkembang Bank Prekreditan Rakyat Syari‘ah (BPRS) yang sampai tahun 2004
telah berjumlah 7 buah BPRS yang dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1

Data Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah
Di Sulawesi Selatan

No | Nama BPRS Kabupaten | Tangoal mulai operasi
t 1 i PT RPRs SURYA SEIATI Takalar 12 Agustus 1994

2 | PT. BPRS DANA MONETER Makassar 17 Agustus 1994

3 | PT. BPRS NIAGA MADANI Makassar 10 November 1994

4 | PT. BPRS GOWATA Gowa Tahun 1995

5 | PT. BPRS NURUL iIKHWAN Polewali 11 September 1995
& | PT. BPRS AL-ITTIHAD Sengkang Juni 2002
7 | PT. BPRS INDO TIMUR | Makassar Mer 2004

Sumber : KBl Makassar, Tahun 2004

Dari data Tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa tidak semua IEEhle&iE:II

" di Sulawesi Selatan terdapat BPRS, hanya dibeberapa kabupaten saja. Makassar

menjadi dacrah yang terdapat BPRS terbanyyah yaitn; .3 brabl BEES dan mestg:

y Pol li, Sengkang.
masing terdapat satu unit pada Kabupaten Takalar;: Gown, ‘Folewel, Senghang

Sedangkan kabupaten lainnya belum terdapat BPRS . Hal L oy
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bahwa masih terdapat  daerah Yang potensial sebagai tempat pemasaran produk

BPRS yang belum tergarap,

Pada Tabel 4.2 dapat Lita lihat perkembangan jumlsh BPRS di Sulawesi

Selatan dibandingkan dengan perkembangan jumlah BPR yang ada.
Tabel 4.2

Jumlah BPR dan BPRS dj Sulawesi Selatan
Tahun 2000 - 2004

Pertumbuhan Pertumbuhan
Tahun BPR (%) BPRS (%)
2000 17 % 6 -
2001 17 [ 0 6 0
2002 16 -5.88 7 16,6
2003 16 0 . 0
2004 19 18,75 7 0

Sumber : Statistik Ekonomi, Kevangan Dazsrah Sulawesi Selatan

Pada tahun 2000 — 2001 pertumbuhan jumlah BPRS 0% demikian pula
dengan BPR konvensional, baru pada tahun 2002 BPRS mengalami pertumbuhan
16.6% atau bertambah satu unit BPRS menjadi 7 unit. Hal sebaliknya yang
terjadi ‘pada BPR  Konvensional :yang mengalami peﬁumbuhan negatif wyaitu °
5.88% atau berkurang satu unit. Tahun 2004 BPR konvensional mengalami

pertumbuhan 18,75% atau bertambah 3 unit menjadi 19 unit sedangkan BPRS tidak

mengalami pertumbuhan atau tetap 7 unit.

Populasi UMK yang banyak di tingkat kabupaten'kota belum  didukung
u .

oleh jumlah dan keberadaan Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS) yang masih

kurang merata dibandingkan jumlah kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan
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schingga  MeMPUNyal potensi besar untuk *dikembangkan bagi pemberdayaan

UMK. Namun dari  jumlah BPRS dan keberadaannya terlihat bahwa BPRS di

Sulawesi Selatan masih sangat tidak merata,

Masih kurangnya BPRS yang ada di Sulawesi Selatan akan menghambat
akses masyarakat terutama Usaha Mikro Kecil (UMK) mendapatkan pembiayaan
| pada BPRS. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Bl mengenai preferenst
maayraral-;_at terhadap perbankan syari’ah menunjukkan bahwa semakin banyak dan
luas jaringan kantor serta peningkatan fasilitas pelayanan menjadi fakor penolong

pertumbuhan perbankan syari'ah.

42, Peranan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah dalam Menyalurkan
Pembiayaan pada Usaha Mikro Kecil (UMK) di Sulawesi Selatan
Secara umum BPRS memiliki fungsi sebagai agen pembangunan (agen! af

development) yang diharapkan mampt mewujudkan pemerataan  pelayanan

perbankan, pemerataan kesempatan berusaha, . pemeratasn pendapatan masyarakat

melalui pemberian bantuan pembiayaan kepada masyarakat ekonomi  lemah

khususnya UMK.

BPRS dalam melaksanakan fungsi dan perannya sebagai penyalur dana

kepada arakat khsusnya UMK dalam bentuk berbagai fasilitas pembiayaan atau
masy

melakukan operasi pembiayaan aktif, Pemberian pembiayaan oleh BPRS merupakan



. ung d
wlang PUnggung alam melakukan Dptrasiunatnya. Pembiayaan vang diberikan
u1.jeh‘]3 PRS sebagai lembaga pembiayaan mikro dititikberatkan kepada UMK

Pengembangan UMK dengan jalan membantu permodalannya, selain dapat

mempercepat pemulihan ekonomi dalam membentuk sturktur ekonomi yang kuat.
Pemberian pembiayaan pada UMK sebenarnya juga menpuntungkan bagi BPRS
yang bersangkutan. Diantaranya adalah karena UMK telah terbukti mempunyai
tingkat NPLs atau kridit macet yang rendah. Pengalaman selama ini menunjukkan
hahwa ketersediaan dana pada saat yang tepat, dalam jumlah yang tepal sasaran
dengan prosedur yang sederhana lebih penting dari pada subsidi bunga. Olch
karena itu di daerah—daerah pelosok sering kali rentenir lebih eksis dibanding
dengan lembaga keuangan formal karena prosedumya sederhana meskipun
dengan bunga yang lebih tinggi.

Dalam melakukan operasi pembiayaan aktif, dana yang digunakan adalah
dana yang berasal dari masyarakat yang dihimpun melalui Deposito Mudharabah

Tubungan Wa'diah dan Fasilitas Simpanar  Amanah Diantara ketiga jenis dana

tersebut, dana-dana dari masyarakat (Deposite Mudharabah, tabunga Wa'diah dan

fasilitas simpanan Amanah) adalah merupakan sumber dana bagi pembiayaan

BPRS yaitu distribusi pembiayaan (investasi dan modal kerja). Besar kecilnya

dana yang dapat diberikan kepada UMK yang menjadi nasabahnya bergantung

kepada kemampuan BPRS menghimpun dana yans berasal dari masyarakat.
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42.1. Dana yang Dihimpun BPRS

Seperti  halnya  bank konvensional pada umumnya, dalam hal

penghimpunan dana di bank syari'ah dapat berbentuk giro wa’diah, iabungan
wa’diah dan deposito mudharabah. Tetapi karena penulis membahas tentang Bank
perkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS) yang hanya dapat melakukan tabungan
wa'diah dan deposito mudharabah, maka produk perhimpunan dana yang akan

dibahas hanya tabungan Wa'diah dan deposito Mudharabah,

Yang menbedakan dari segi penghimpunan dana masyarakat pada BPRS
dan BPR  konbensional adalah dari segi mekanisme operasionalnya yang
disesuaikan dengan prinsip syari’ah. Dalam pandangan svari’ah, uang itu bukan
merupakan komoditi melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai pertambahan
nilai ekonomis (economic added value). Tanpa periambahan nilai ekonomis itu
uang tidak dapat menciptakan kesejahteraan. Hal ini bertentangan dengan
perbankan berbasis bunga dimana uang mengembangbiakkan uang, tidak peduli

apakah dipakai dalam kegiatan produktf atau tidak, waktu adalah faktor utamanya.

Sedang  dalam pandangan syari‘ah, uang akan berkembang bila ditanamkan

kedalam kegiatan ekoniomi ill (tangible economic activities) dengan demikian

hubungan antara BPR dengan nasabahnya adalah lebih sebagai partner ketimbang

sebagai Jlender atau borrower. BPRS dapat bertindak sebagai pembell, per) B

pibak yang menyewakan (Ie ssor). Hal itu dapat dilakukan secara langsung, dimana _

bank mempunyai expertise untuk bertindak sebagai perusahaan dagang (trading
11
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house), atau  secara tidak langsung dengan cara bertindak sebagai agen bagi

nasabahnya.

Kebangkitan ekonomi pasca krisis moneter berkepanjangan yang telah
menimbulkan efek ketidakseimbangan neraca pada selurub dunia wusaha telah
memberikan dampak yang berbeda pada lembaga perbankan syari’ah khususnya

BPRS. Hal ini dapat kita lihat pada pertumbuhan tabungan wa’'diah dan deposito

modharabah yang berhasil dihimpun BPRS pada Tabel 4.3 berikut ini :

Tabel 4.3

Perkembangan Posisi Tabungan dan Deposite pada BPRS
Tahun 2000 = 2004 (Juta rupiah)

ki | Deposito Pertumbuhan | Tabungan * E:;::‘h
Tahun Mudharabah {%a) Wa'diah (%)
1 2000 487 - 72 7
2 2001 538 10,47 132 83,3
3 2002 1,230 128,6 101 23,48
§ 2003 1.554 26,34 1.687 1570,29
s | op04 | 3249 10907 2.032 2045
i | F'.Ellﬂ rata | 6862 411.54_

Sumtu.r Kantor Eani. Indnnﬁsm Makassar

Dari Tabel di atas, dapat kita lihat bahwa besarnya total dana tabungan

wa'diah yang berhasil dihimpun pada tahun 2001 adalah sebanyak Rp 72 juta,

Pada deposito Mudharabah, terjadi kenaikan sekitar 10.47% pada tahun 2001

dengan total Rp 538 juta dari tabun <ebelumnya yang hanya sebesar Rp 487 juta.
Pada tahun 2002 pertumbuhan

sebesar 23 48% atau menjadi RP 101 juta dari tahun sebelumnya, akan tetapi

tabungan Wa'diah mengalami penurunan

ignifik tahun 2003
kembali mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan  pada tahun
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sebesar 1570,29% menjadi Rp 1.687 juta dan mengalami kenaikan Rp 2.032 juta
atau sekitar 20,45% pada tahun 2004. Persentase kenaikan rata-rata tabungan
Wa'diah setiap tahunnya 412 64%. 1

Sedangkan untuk deposito Mudharabah pada tahun 2002 mengalami
kenatkan menjadi Rp 1.230 juta atau pertumbuhan 128,6% kemudian pada tahun
2003 mengalami pertumbuhan sebesar 26.34% atau meningkat menjadi Rp 1.554
juta yang pada akhir periode 2004 menjadi Rp 3.249 juta atau naik sekitar Rp
109.07 juta, Sehingga persentase rala-rata kenaikan yang herh_asii dihimpun pada
deposito Mudharabah setiap tahunnya sebanyak 68,62%.

Data di atas menunjukkan semakin tingginya ammo masyarakat untuk
menyimpan uangnya pada BPRS, meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat
kepada BPRS tidak terlepas dari pemahaman dan pengetahvan masyarakat tentang
perbankan syari’zh yang semakin luas. BPRS berpotensi menjadi alternatif bagi
masyarakat untuk menyimpan uangnya dengan pola usaha yang disediakan.
Masyarakat muslim yang selama ini ragu bahkan alergi dengan bank konvensional
yang menggunakan bunga sebagai pijakan kerjanya, dcngaﬁ adanya BPRS bisa
berpartisipasi tanpa adanya hambatan sedikitpun. Secara teoritis, sebenarmya
keberadaan BPRS memiliki prospek yang cerah karena potensi capiive markef
yang jelas. Sehingga perkembangan dari BPRS akan meningkat secara pesat yang

pada akhirnya akan menjadi alternatif  yang sepadan dengan jenis  bank

y W
konvensional yang telah lama beroperasi, bahkan lebi
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Secara umum total penghimpunan dana pihak ketika (DPK) vang berhasil
dihimpun oleh BPR dan BPRS selama kurun waktu 2000 — 2004 dapat kita
lihat pada tabel 4.3 dimana BPRS pada semester awal 2001 hanya dapat
menghimpun dana sebanyak Rp 506 juta turun sekitar 9,48% dari total DPK yang
dapat himpun pada tahun 2000 sebesar Rp 559 juta, sedangkan BPR pada periode
semester awal 2001 dana yang berhasil dihimpun sebesar Rp 20.006 juta atau naik
sekitar 16% dari tahun sebelumnya yaitu Rp 17.245 juta. Salah satu faktor
penurunan dana yang dihimpun BPRS terhadap BPR sebagai akibat secara
berangsung-angsur kepercayaan masyarakat terhadap perbankan konvensional
mulai pulih sehingga BPRS kesulitan dalam menghimpun pendanaan jangka
pendek,

Akan teiapi pada periode semester 3 DPK BPR mengalami penurunan 8.2
% menjadi 18.363 juta rupiah sedangkan pada periode yang sama BPRS mampu
meningkatkan DPKnya menjadi 670 juta rupiah naik sekitar 32.4% dan periode

sebelumnya. Untuk lebih jelasnva dapat kita lihat pada Tabel 4.4 di bawah ini
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Tabel 4.4

Jumlah Dana Pihak Keétiga (DPK) BPR dan BPRS
Persemester Tahun 2000 - 2004 {Juta rupiah)

No Sames ter__ BPR P-Ei’ll;;l;b I;uhan BPRS Feru;u;ﬂl:iuhnn

1 Desember 2000 | 17.245 - 559 -

2 Juni 2001 20.006 16 506 -0 48

3 | Desember 2001 18,363 -82 670 324

4 Juni 2002 19.819 7,92 912 36,1

5 | Desember 2002 | 20.760 4.74 1.331 4504

3] Juni 2003 22.932 10,46 2.044 53,56

7 | Desember 2003 | 23.141 0.9 3.241 58,56

8§ | Juni 2004 | 31.964 38.1 4,224 30,33

9 | Desember2004 | 20019 | 92 | 5281 | 25
| Rataraa | 7.96 3405 |

Sumber : Kantor Bank Indonesia Makassar

Dalam lima semester terakhir  (periode Juni 2002 sampai 2004)
pertambahan DPK. BPRS mengalami peningkatan vang cukup pesat demikian
pula dengan BPR, akan tetapi pada periode Desember 2004 DPK BPR mengalami
penurunan 9,2% atau sekitar Rp 2945 juta sedangkan BPRS mengalami
peningkatan DPK pada periode yang sama yaitu naik sekitar 25% menjadi Rp 5.281
juta. Hal ini juga terlihat pada persentase kenaikan DPK BPRS selama semester 11
periode Desember 2000 hingga Desember 2004 yang mengalami peningkatan rata-
rata 34.05% setiap semesier Yang lebih tinggi dari persentase DPK BFR
konvensional vang hanva mencapai rata-rata 7,59% setiap semester pada periode
yang sama. Pesatnya pertumbuhan DPK BPRS dalam kurun waktu 7 semester
terakhir memberikan indikasi adanya respon positif dan  masyarakat Sulawesi
Selatan terhadap perkembangan perbankan syari'ah secara  umum  dan

perkembangan BPRS secara khusus. Semakin banyak dan luasnya jaringan kantor
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serta peningkatan fasilitas pelayanan menjadi faktor pendorong pertumbuhan DPK
BPRS. Selain itu adanya kegiatan sosialisasi edukasi dan promosi yang semakin
gencar dilakukan oleh BI, perbankan syari'ah, serta Asosiasi Perbankan Syari’ah
indonesia (ABISINDO) juga  meningkatkan preferensi masyarakat terhadap

perbankan syari’ah. Sebagaimana kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan oleh

Bl di beberapa wilayah.

4.2.2. Pembiayaan yang Disalurkan Oleh BPRS

Dalam kegiatan penyaluran dana bank syari’ah khususnya BPRS melakukan
invesiasi dan pembiavaan. Disebut investasi karena prinsip yang digunakan
adalzh prinsip penanaman dana atau penyértaan, dan keuntungan yang dapat
diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi obyek penyertaan tersebut
sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Disebut pembiayaan karena  bank syari‘ah  menyediakan dana guna
membiayai kebutuhan nasabah vang memerlukannya dan layak memperolehnya
yang SEJHTI_]!H!‘I}’E disebut dengan |51:Iah “pembiayaan”.

Perbedaan pokok antara kredit pada BPR konvensional dengan pemhm}raan
pada BPRS (selanjutnya disebut “Pembiayaan Syari’ah™) adalah dilarangnya riba
(bunga) pada pembiayaan BPRS. Kredit atau pembiayaan pada BFR konvensional
dilakukan melalui pemberian pinjaman uang (lending) kepada nasabah sebagai
peminjam dimana pemberi pinjaman (BPR konvensional) memperoleh  imbalan
berupa bunga yang harus dibayar oleh peminjam. Untuk menghindan penerimaan

dan pembayaran bunga (riba) maka BPRS scbagai perbankan syari'ah menempuh
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cara memberikan pembiayaan (financing) berdasarkan prinsip jual-beli (al bai'),
prinsip sewa  beli (1jarah muntahia bi'tamlik) atau berdasarkan prifisip kemitraan
(partnership) yaitu prinsip penyertaan (musyarakah) atau prinsip bagi hasil
(mudharabah).

BPRS dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan
dalam penanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana
(shohibul maal) yang menyimpan dananva di bank, lembaga sebagai pengelola
dana (mudharib), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang berstatus peminjam
dana atau pengelola usaha.

[ari dana vang berasal dari masyarakat yang dapat dihimpun oleh BPRS
merupakan sumber dana bagi pembiayaan BPRS yang didistribusikan berdasarkan
jenisnva. Besar kecilnva dana vang dapat diberikan BPRS kepada nasabah akan
sangat tergantung pada kemampuan BPRS dalam menghimpun dana dari
masyarakat.

Perkembangan pembiavaan BPR3 di Sulawes Selatan pada tahun pengamatan
(2000 — 2004) terus mengalami peningkaian dibandingkan dengan BPR konvensional
yang cenderung fidak ctahil atau mengalami naik turun. Peningkatan pada sektor
pembiayaan BPRS ini tidak lepas dari semakin kuatnya daya saing BPRS itu sendiri
sehingga diharapkan pada saatnya nanti BPRS tidak hanya mampu bersaing dari
BPR konvensional saja, tetapi harus terus diperkuat sehingga mampu bersaing
dengan bank-bank umum dalam hal pemberian pembiayaan. Hal ini juga termaktub

dalam visi dari kegiatan perbankan syari’ah serta imisiatif-inisiatif yang akan
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dilakukan dalam periode 10 tahun mendatang yaitu Kepatuhan kepada prinsip

syari'ah, yang terdiri atas :
1. Ketentuan kehati-hatian
2. Efisiensi operasi dan daya saing
3. Kestabilan sistem dan pemanfaatan bagi perekonomian.

Pembiayaan BPRS pada semester kedua Juni 2001 mengalami pertumbuban
sebesar 8,88% dari pembiayaan pada semester pertama Desember 2000 sebesar Rp
1.530 juta menjadi sebesar Rp 1.666 juta atau naik sebesar Rp 136 juta. Demikian
pula dengan pembiayaan BPR konvensioan| yang pada semester kedua Juni 2001
mengalami pertumbuhan sebesar 24,13% dan pembiayaan pada semesier pertama
Desember 2000 sebesar Rp 19.514 juta. Adanya kebangkitan perckonomian
indonesia seiring dengan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat pada
BPRS vang merupakan lembaga keuangan alternatif. Untuk lebih mengetahu
perkembangan pembiavaan BPR konvensional dan BPRS secara keseluruhan dapat

dilihat pada Tabel 4.5 dibawah ini
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Tabel 4.5

Jumlah Pembiayaan BPR dan BPRS di Sulawesi Selatan
Persemester Tahun 2000 — 2004 (Juta rupiah)

I Jumlah
No A RPR Pertulzlbu ha | peng Pertu T‘:u BPR +
n (%) han (%) BPRS

1 Desember 2000 | 19.514 - 1.530 - 21.044
2 Juri 2001 24,224 24,13 1.666 8,88 25.890
3 | Desember 2001 | 25.842 1,57 1.891 13,5 23.733
4 Juni 2002 27.873 16,9 2.008 6,18 29.881
5 Desember 2002 | 26.761 -3,98 2.991 4895 29.752
6 Juni 2003 32415 21,12 4,146 38,6 36.561
7 | Desember 2003 | 29.804 -8 6.315 52,3 36.119
8 Jumi 2004 44.793 50,29 8.542 35,26 53,335
0 | Desember 2004 | 41.873 -6,569 10.912 27,74 52.786

Rata-rata 11,54 28.93

" Sumber ; Kantor Bank Indonesia Makassar,

Sesuai dengan uraian data sebelumnya, terjadi peningkatan persentase jumlah
pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat baik oleh BPRS maupun BPR pada
cemester awal dan semester kedua. Namun pada semester tiga priode Desember 2001
terjadi penurunan dalain pemberian pembiayaan oleh BPR konvensional sebesar
1.57% dengan jumlah selisih sehesar Rp 5:81 juta ::lal-"L semester sebelumnya dan tp;ai_
pembiayaan }:ang disalurkan sebanyak Rp 23.842 juta. Tidak demikian halnya
dengan BPRS yang berhasil meningkatkan pembiayaan yang disalurkan pada
periode Desember 2001 sebesar Rp 1.891 Jula atau sebesar 13,5%. Terjadinya
penurunan pembiayaan BPFR  konvensioanl pada semester ketiga ini selain oleh

semakin tingginya kepercayaan masyarakat kepada BPRS juga sistem bagi hasil

yang cenderung menguntungkan bagi para nasabah.
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Pola penyaluran pembiayaan enam semester berikutnya terhitung pada
semester keempat periode Juni 2002 hingga Desember 2004 menggambarkan
terjadinya peningkatan dalam penyaluran pembiayaan oleh BPRS pada semester
keempat perseniase dana yang disalurkan BPRS ke masyarakat naik sebesar 6,18%
atau menjadi Rp 2.008 juta dari total dana yang disalurkan pada semester ketiga.
Periode Desember 2001 yang tercatat sejumlah Rpl.891 juta dengan selisih
sebesar Rpl17 juta. Demikian pula halnya dengan semester kelima Desember 2002
yang kembali mengalami peningkatan jumlah pembiayaan dar semester sebelumnya
sebesar 48,95% atau  menjadi Rp 2.991 juta. BPRS kembali mc;n:atal kenaikan
pembiavaan pada semester keenam periode Juni 2003 menjadi Rp 4.146 juta yaitu
naik 38 6% dari semester sebelumnya,

Dampak positif dari  pelaksanaan upaya penyempumaan kerangka dasar
sistem perbankan svari'ah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalamn
melaksanakan fungsinva sebagai Lenmder of last resort melalui cetak biru
pengembangan  perbankan syari'ah Indonesia yang dicanangkan pada bulan
September 2002, dimana salah satu tahap dari tiga tahap pelaksanaan tersebut
mengenai pemberian fasilitas pembiayaan jangka pendek kepada bank yang
melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah menjadi salah satu faktor
BPRS mengalami p-::rt.uml:mhan pembiayaan tertinggi selama periode 2000 — 2004
yaitu pada semester ketujuh Desember 2003 dimana BFRS mencapai persentase
peningkatan jumlah pembiayaan sebesar 52,3% atau selisih sekitar Rp 2.169 juta

dari semester sebelumnya, menjadi sebesar Rp 6.315 juta.
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Apabila pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat oleh  BPRS
mengalami  peningkatan terus-menerus tidak demikian halnya dengan BPR
kenvensional .yang peningkatannya berfluktusi walaupun pada semester k::f:;'rrpat
berﬁasi! meningkatkan jumlah pembiayaan menjadi Rp 27.873 juta atau persentase
kenaikannya 16,95% namun pada semester berikutnya vaitu periode Desember
2002 kembali mengalami penurunan dengan persentase 3,98% atau selisih sebesar
Rp 1.112 juta menjadi hanya sekitar Rp 26.761 juta. Demikian pula terjaci pada
semester keenam yang mengalami kenaikan total pembiayaan menjadi Rp 32.415
juta atau sekitar 21,12%, akan tetapi kembali mengalami penurunan pada semester
ketujuh sekitar 8% dengan selisih sebesar Rp 2.616 juta dari semester sebelumnya
dengan total pembiayaan yang dihimpun sebanyak Rp 29.804 juta.

Kemudian pada semester kesembilan dan  sepuluh kembali BPR
konvensional mengalami penurunan dalam menvaturkan dana ke masyarakat,
dimana pada semester sepuluh total dana yang disalurkan sgganyak Rp 41.873
juta atau turun sekitar  6,59% dan sameste.r sembilan sebesar Rp 44.793 juta
dengan selisih’ sebanyak Rp 2.966 juta. -f,-ledangkan BFRS me:ngalami kenaikan
jumlah pembiayaan kepada masyarakat dimana pada semester sepuluh priode
Desember 2004 berhasil mencapai Rp 10.912 juta dengan persentase kenaikan
27,74% dari semester sembilan yang hanya sekitar Rp 8,542 juta.

Demikian pula halnya persentase pertumbuhan pembiayaan yang dapat

disalurkan oleh BPRS pada periode 2000 - 2004 sebesar 28,93% yang jauh di atas
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persentase pertumbuban pembiayaan BPR konvensional pada periode yang sama,

hanya sehesar 11,54%. .

#

4.3. Perkembangan Usaha Mikro Kecil di Sulawesi Selatan

Dalam rangka mewujudkan aspek pemerataan hasil-hasil pembangunan,
sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menduduki peran yang sirategis dalam
pembangunan nasional, baik dilihat dalam kualitas maupun dari  seg
kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja
dalam mewujudkan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

lisaha mikro kecil merupakan usaha yang kegiatannya menyebar di seluruh
propinsi. Besarnya peranan UMK  ini telah terbukti dari kemampuannya dalam
menghadapi persaingan usaha dengan usaha menengah dan usaha besar (UMB),
UMK iuez iclah terbukn tetap survive di tengah-tenzah knisis ekonomi sementara
banvak UMB mengalami kebangkrutan.

Dari berbagai masalah yang dihadapi, nampaknya masalah permodalan
merupakan kendaia utama disamping masalah-masalah lain sepert manajemen
keterampilan sumber daya manusia yang merupakan persoalan yang sangat
menghantui sekior UME. Akan tetapi, walaupun menghadapi segudang persoalan,
satu hal yang tidak bisa diingkari sektor UMK memiliki kemampuan adaptif dan
dinamis terhadap perubahan selama didukung oleh aspek-aspek lainnya. Sektor
UMK memihki kemampuan adaptasi yang sangat besar, penggunaan biaya over

head pun  sangat kecil dibandingkan usaha skala besar, dan UMK mampu
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menyerap tenaga kerja yang lebih  besar sehingea membuat kondisi ekonomi
Indonesia saat krisis  hingga saat ini dapat bertahan, ._‘:";erta yang tidak kalah
pentingnya karena kemampuan beradaptasi UMK sangat cekatan dalam memasuki
celah-celah pasar yang tidak dijamah oleh produk-produk perusahaan besar.

Seperti halnya di daerah lain, Selawesi selatan pun menunjukkan
perkembangan UMK vang menggembirakan, Kenaikan vang terjadi  ini
menunjukkan bahwa UMK menjadi semakin penting dalam struktur perekonomian
* daerah.

Adapun usaha mikro yang dimaksud disini adalah sesuai SE Bl No.
3/15/ INTERN tangeal 14 Juni 2001 tentang usaha mikro dengan kriteria usaha
produktif yang bersifat informal dengan total asset < Rp 25 juta diluar tanah dan
bangunan.

Sedangkan vang dimaksudkan sebagai usaha kecil adalah usaha kecil yang
sesuai dengan UU No. 5 tahun 1995 dan SE I:il No. 3/15/INTERN tanggal 14 Juni

Eﬂdi_rdimana suatu usaha vang memiliki kekavaan bersik diatas Rp 25 juta, tetapi

.t[da};. melebihi Rp 200 juta (dilvar tanah dan bangunan "tampat- usaha), atau
memiliki omset penjualan paling banyak Rp | milvar serta telah menenma kredit
dari pihak perbankan maksimal di atas Rp 50 juta (lima puluh juta rupiah) sampai
dengan Rp 500 juta (lima ratus juta rupiah).

Untuk melihat perkembangan jumlah usaha UMK di wilayah S_m}aw;:si

Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut.
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‘abel 4.6

Perkembangan Jumlah Usaha Mikro dan Kecil di Sulawesi Selatan
Periode 2000 - 2004

No | Tahun Jumlah UMK | Pertumbuhan (%) |
11 2000 108,165 ! E

2 | 2001 87.349 | -19.24

3 | 2002 89,391 EI 2,33

L & 2003 91.447 2,3

s | 2004 94511 | 3,35

Sumber : Biro Pusat Statistik Sulawesi Selatan
Data perkembangan jumlah UMK yang dibiayai oleh BPRS dapat dilihat
pada Tabel 4.7 di bawah ini
Tabel 4.7
Perkembangan Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) vang Dibiayai dan

jumlah Pembiayaan yang disalurkan Oleh BPRS (Juta Rupiah)
Periode 2000 - 2004

[ . Tah | Jumlah Pertumbuhan | Pembiavaan | Pertumbuhan
| o dahan | nMEK (%) BPRS | (%)
1 2000 | 3 : | : 5
b2 g0 | 797 : e« .
|3 3oz | sea o127 1 4999 1 4053
4 2003 | 1223 %68 | 10461 10926

5 ' 2004 1.938 5846 19.454 85.96

" Rata-rata 35,81 78,58

Sumber : Kantor Bank Indonesia Makassar

Dari Tabel 4.7 dapat kita lihat pada tahun 2002 persentase pertumbuhan
UMK yang dibiayai oleh BPRS naik sebesar 12,7% atau menjadi 894 umt
dibandingkan dengan tahun cebelumnya yang hanya 797 unit.  Demikian pula

halnya dari segi besamnya jumlan pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS, juga



mengalami kenaitkan sebesar 40,33 % atau naik mer.ljadi Rp 4. 999 juta dari tahun
sebelumnya yang hanya sebesar RP 3,557 juta, Untuk tahun 2000 data tentang UMK
yang dibiayai BPRﬁ belum tersedia, baru pada tahun 2001 data mulai tersedia.
Pada tahun 2003 jumlah UMK vang dibiayai BPRS naik menjadi 1.223
unit dengan selisih sekitar 329 unit UMK dari tahun sebelumnya atau perscntase
kenaikannya menjadi 36,8%. Kenaikan jumlah UMK yang dibiayai ini diikuti pula
oleh kenaikan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS menjadi sebesar Rp
|0.461 juta dari tahun scbelumnya dengan persentase penyaluran pembiayaan
tertinggi pada kurun waktu penelitian. Hal ini diakibatkan oleh semakin tingginya
pemahaman masyarakat khususnya para pengusaha mikro dan kecil  tentang
perbankan syari’ah dengan kelebihan-kelebihan sistem bagi  hasilnya. Sistem bagi
hasil vang dioperasikan oleh BPFRS5 merupakan sebuah kekuatan, karena sistem ini
adil dibandingkan dengan sistem bunga. Dikatakan demikian karena sistem bagt hasil
berdasarkan pada hasil nyata dari usaha vang dilakukan oleh pengusaha, Sedangkan
pada sistem bunga berdasarkan pada ]:u:l_-l:nk pinjaman ianpa memperhatikap
keberhasilan atau kegagalan bisnis yang ditakﬁkan oleh pengusaha. Dengan
demikian sistem bunga bersifat eksploitanf terhadap pengusaha atau pengguna dana.
Dan ternyata tingkat suku bunga yang harus dibayar sektor UMKM jauh lebih besar
dari suku bunga vang dibayar oleh sektor ekonomi formal besar, yakni antara 24-28
persen sedangkan sektor terakhir hanya antara 15-17 persen (Fajar, maret 2005).
Jumlah UME yang dibiayai pada tahun 2004 mencapai angka tertingi, yaitu

1938 unit dengan selisih UMK yang dibiayai pada tahun sebelumnya 715 unit



dengzan persentase pertumbuhan 58 46 %. Pertumbuhan jumlah UMK yang dibiayai
ini diikuti pula oleh pertumbuhan jumlah pembiayaan yang disalurkan menjadi
Rpl19.454 juta atau tumbuh sebesar 8596 % dari tahun sebelumnya Hal ini

menandakan bahwa BPRS lebih eksis dan konsisten dalam melayani segmen UMK

di Sulawesi Selatan.

4.4. Peranan BPR Syari’ah Dalam Menyalurkan Pembiayaan Pada UMK di

Sulawesi Selatan.

Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS) berdasarkan UU No. 10 tahun
1908 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara umum berdasarkan
prinsip Svari'ah vang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalulintas
pembayaran. Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank
Perkreditan Rakvat Svari’ah adalah menghimpun dari masyarakat dalam bentuk
simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan 1y Memberikan pembiavaan dan penempatan dana sesuai
dengan ketentuan Bank Indonesia.”

BPRS sebagai lembaga keuangan mikro telah mengkomitmenkan dinnya
untuk memberikan pelayanan keuangan kepada UMK, demikian pula dengan
BPRS yang ada di Sulawesi Selatan. Perkembangan penyaluran pembiayaan yang
pesat dari waktu Ke waktu (lihat tabel 4.3) seiring dengan peningkatan penyaluran
pembiayaan BPRS, terjadi pula peningkatan jumlah UMK yang dibiayai seperti

yang dapat kita lihat pada Tabel 4.7.
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Sedangkan untuk mengetahui peranan BPRS dalam penyaluran pembiayaan

pada UMK di Sulawesi Selatan periode 2000 — 2004 dapat kita lihat pada Tabel

4 8 berikut.

Tabel 4.8

Peranan BPRS Dalam Menyalurkan Pembiayaan pada UMK di Sulawesi
Selatan (Persentase Jumiah UMK yang Dibiayai BPRS di Sul-Sel)
Periode 2000 - 2001 i

I Jumlah UMK Jumlah UMK
Tahun | Dihiavai BPRS Sul-Sel Persentase (%)
2000 | 2 108 165 -
2001 797 27.349 0.91
2002 ; 894 89.391 |
2003 1.223 91.447 1,34
2004 | 1.983 94,551 2.05
Rata-rata | | 1,33

?umtn:r Kantor Sank Indonesia Makassar dan BPS Sulawesi selatan (data diolah)

Dari tabel 4.8 di atas dapat kita lihat pada periode 2001 — 2004 peranan
BPRS dalam  menyalurkan pembiayaan pada UMK di Sulawesi Selatan terus
- mengalami peningkatan walaupun masih kecil. Pada tahun 2001 jumlah UMK
yang dibiayai oleh BPRS sebanvak 797 unit dari 87.349 unit UMI{. yang ada di
Sulawesi Selatan atau hanya ©0,01%, kemudian pada tahun 2002 mengalami |
peningkatan jumlah UMK yang dibiayai sebanyak 97 unit menjadi 834 unit dari
29 391 unit UMK yang ada di Sulawesi Selatan atau meningkat 1%. Demikian pula
pada tahun 2003 terjadi peningkatan sebesar 1,34% atau menjadi 1.223 unit yang

dibiayai dari 91.447 unit UMK yang ada di Sulawesi Selatan. Tahun 2004 jumlah



UMK yang dibiayai menjadi 1.983 unit dengan jumlah UMK di Sulawesi Selatan
5‘?'13‘?“3’3]‘ 94.511 unit, meningkat 2,05% dari tahun sebelumnya.. -

Jadi pada periode 2000 — 2004 persentase peningkatan rata-rata jumlah
UMK yang ada di Sulawesi Selatan hanya sebesar 1,33%. Dari uraian data di atas
terlihat jelas bahwa peranan BPRS dalam menyalurkan pembiayaan pada Usaha
Mikro Kecil (UMK) di Sulawesi Selatan masih sangat kecil. Hal ini ditunjukkan
dari masih rendahnya proporsi jumlah UMK yang dibiayai BPRS di Sulawesi
Selatan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa peranan BPRS dalam menyalurkan
pembiayaan pada UMK  di Sulawesi Selatan adalah tidak besar. Hal ini
bertentangan dengan hipotesis yang diajukan sebelumnya.

Kecilnya peranan BPRS ini disebabkan karena adanya masalah yang timbul
baik dari pihak perbankan, dalam hal ini BPRS maupun dan pihak pelaku usaha
dalam hal imi UMK

Dari pihak perbankan, peranan BPRS masih kecil karena BPRS sebagai
lembaga perbankan vang beroperasi dengan prinsip syari‘ah masth tergolong baru
dalam dunia perb-an}-;an kita dan masih kurang dikenal sebagai ‘lembaga yang
mendanai UMK, Selain itu terdapatnya persepsi yang kurang bagus mengenai
potensi UMK, persepsi dikuasainya pasar kredit kecil oleh BRI, BPD, BUKOPIN
dan BPR konvensional, biaya transaksi yang tinggi per nasabah dan kurangnya
jaminan tambahan dalam pemberian pembiayaan. Berkaitan dengan masih kecilnya
peranan BPRS, juga sangat dipengaruhi oleh jumlah BPRS bersama kantornya

yang ada di Sulawesi Selatan masih terbilang sedikit atau tidak sebanding dengan
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jumlah dan kantor Bank (Bank BUMN dan BSN) yang hingga tahun 2004 jumlah
BPRS di Sulawesi Selatan hanya sebanyak 7 unil,

Dari pihak UMK, terlihat masih banyaknya pelaku UMK yang modal
awalnya bersumber dari modal sendiri atau sumber-sumber imnternal, walaupun
sumber-sumber permodalan tersebut sering tidak cukup untuk kegiatan produksi
apalagi untuk investasi. Selain itu lokasi bank yang terlalu jauh bagi banyak
pengusaha UME vang tinggal di daerah yang relatif terisolasi, merupakan suatu
hambatan terbesar. Hal itu menyebabkan sumber-sumber pendanaan dari sektor
informal maupun modal sendiri masih tetap dominan dalam hal pembiayaan kegiatan
UMK, selain karena UMK belum mengelola usahanya dengan sistem manajemen
vang baik.

Dari hasil analisis data diatas maka dapat disimpulkan bahwa peranan BPRS
daiam menvuiurkan pembiavaan pada usaha mikro dan kecil (UMK) di Sulawesi
Selatan masih kecil dibandingkan dengan BPR Konvensional, sehingga dapat
dikatakan bahwa hipotesis vang menyatakan diduga bahwa peranan BPRS dalam
menyvalurkan pembiayaan pada usaha mikro dan keci! (UMK) di Sulawesi Selatan

sangat besar dibandingkan dengan BPR Konvensional adalah tidak terbukii.

45.  Analisis Besarnya Market Share Pembiayaan BPRS di Sulawesi Selatan
Cocara uMum pengertian markel share atau pangsa pasar adalah
perbandingan antara total penjualan perusahaan dengan total penjualan industn atau

dengan kata lain merupakan pcrbandingan antara total pembiayaan Bank Perkreditan



Rakvat Syari‘ah (BPRS) dengan total pembiayaan pada Bank Perkreditan Rakyat
(BPR) secara keseluruhan {syari’ah dan konvensional),

Dari  data vyang telah diuraikan sz:lu?mumn}rm cukup jelas mengenai
persentase naik ll}runnya setiap data }rang' ada pada tabel. N'Is-nmun untuk melihat
besarmya market share BPRS maka data pembiayaan BPRS akan dibandingkan
dengan data pembiayaan BPR (syari’ah dan konvensional) secara keseluruhan.

Model analisis yang digunakan untuk menghitung market share BPRS

adalah :

Pembiavaan BPRS

Market Share (MS) .
Pembiavaan BPR dan BPRS

= 100%

Di bawah ini adalah analisis untuk menghitung market share BPRS di

Sulawesi Selatan berdasarkan data per semester untuk periode 2000 — 2004,

s Desember 2000

1500

k ic L - 1040

Market Share (MS) T %
=7237%
o Juni 2001

1.666

Market Share (MS) = ?.5.3%}{ 100
=6.43%
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Desember 2001

1.89]
Market Sh MSY =
arket Share (MS) = 35733
=7,35%
Jum 2002
| 2008
1 . lﬂﬂ
Market Share (MS) 0 8 %
= §.72%
Desember 2002
2991
< = 100
Market Share (MS) TETe %
= 10%
Jum 2003
4 146
: = % 100
Market Sharc (M3) 5551
= 11,34%
Desember 2003
6315
- = % 100
Market Share (MS) 6110
= 17.48%
Jum 2004

8,542 100
Market Share (MS) = —J——-x
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o Desember 2004

Market Share (MS) = wxmﬂ

52785
= 20,67%
Dari hasil perhitungan di atas, besarnya market share BPRS dari tahun ke

tahun dapat dilihat jelas pada Tabel berikut ini.

Tabel 4.9

Market Share Pembiayaan Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS)
di Sulawesi Selatan ;
Periode 2000 - 2004 (Juta rupiah)

No l _— Pembiayaan Pembiayaan Market Share
BPRS BPR + BPRS (%)
| Desember 2000 1.530 21.044 T.27
2 Juni 2001 1.666 25 890 6,43
3 Desember 2001 1.891 25.733 7.35
4 Juni 2002 2008 29 881 6,27
5 Desember 2002 2,991 29.752 10
6 Juni 2003 4,146 36.561 11,34
t 7 Desember 2003 | 6.313 36.119 17,48 |
| R Juni 2004 | 8 542 53.335 16
| 9 ; Desember2004 | 10912 2785 | 20

Sumber : Kantor Bank indonesia Makassar (Data diolah) )

Kegiatan pembiayaan yang dilakukan BPRS mengalami peningkatan dalam
penyaluran dana ke masyarakat setiap semester. Rerdasarkan data pada Tabel 4.5
persentase kenaikan penyaluran dana ke masyarakat dari semester periama

Desember 2000 hingga semester ke sembilan Desember 2004 rata-rata 28,93%,
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dengan lotal dana yang disalurkan hingga semester akhir berjumlah Rp 10.912 juta,
walaupun secara persentase kenaikannya menurun 7,52% dari semester sehelumnya.

Tidak demikian halnya dengan pembiayaan yang  dilakukan BPR
konvensional. Penyaluran dana ke masyarakat BPR konvensional mengalami
pergerakan yang naik turun atau tidak stabil (lihat tabel 4.5) periode  semester
pertama Desember 2000 sampai dengan semester ke sembilan Desember 2004
persentase kenaikannya hanva mencapai 11,54% dengan total dana yang disalurkan
pada semester akhir berjumlah Rp 41.873 juta mengalami penurunan sebesar 6,59%
dari semester sebelumnya.

Dari kegiatan pembiayaan vang dilakukan BPRS dan BPR konvensional itu
akan menentukan besamva market share yang dapat dicapai  oleh BPRS. Dalam
analisa industri, ditonjolkan tentang market share yang dimiliki oleh perusahaan
apabila market share semakin lama semakin kecil, berarti perusahaan mempurnyai
posisi vang makin rendah dalam persaingan dengan perusahaan-perusahaan lain.
Demikian pula persaingan pembiayaan dalam BPRS dengan BPR konvensional.

‘Dari data pada Tabel 4.9 dapat dilihat besarnya market share BPRS selama .
periode Desember 2000 sampai Desember 2004 (dalam juta rupiah). Pada semester
pertama Desember 2000 jumlah pembiayaan yang berhasil disalurkan kepada
masyarakat oleh BPRS sebesar Rp 1.530 juta sedangkan jumlah pembiayaan yang
disalurkan oleh BPR svari ah dan BPR konvensional mencapai Rp 21.044 juta,
sehingga market share yang diperoleh BPRS sebesar 7.27%. Tetapi, pada semester

kedua periode Juni 2001, terjadi penurunan market share BPRS menjadi 6,43%
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dengan total pembiayaan yang disalurkan BPRS sebesar Rp |.666 juta dan total
pembiayaan BPRS dan BPR konvensional sebanyak Rp 25.890 juta. Akan tetapi
untuk periode Desember 2001 mengalami kenaikan pada market share BPRS yaitu
sebesar 7.35% sedikit lebih tinggi dari semester sebelumnya. Ini disebabkan oleh
adanya penurunan pada total pembiayaan BPRS dan BPR Konvensional menjadi Rp
25,733 juta sedangkan BPRS berhasil meningkatkan pembiayaan menjadi Rp 1.891
juta.

Kemudian pada semester keempat periode Juni 2002 market share
pembiayaan BPR3 kembali mengalami penurunan 0,63 %% menjadi 6,27 % dengan
pembiayaan vang berhasil disalurkan sebanyak Rp 2.008 juta dan total pembiayaan
yang disalurkan BPRS dan BPR K onvensiona! sebesar Rp 29.881 juta pada 3 periode
selanjutnva vaitu Desember 2002, Juni 2003 dan Desember 2003 market share
pembiavaan BPRS kembali mengalami peningkatan sebesar 10% untuk periode
Desember 2002, 1134% pada periode Juni 2003, dzm_‘ 17.48% pada periode
Desember 2013, Untuk periode Desember 2002 Rp 2.991 _]I..I:IE atau dmcningkat
48 59% dari semester sebelumnya dan total pembiayaan yang dilakukan BPRS dan
BPR konvensional sebesar Rp 29.752 juta. Untuk periode Juni 2003 tercatat
pembiayaan yang berhasil dilakukan BPRS sebesar Rp. 4.146 juta natk 38,6% dan
periode sebelumnya dengan selisih Rp 6.809 juta menjadi sebesar Rp 36,561 juta.
Selanjutnya pada periode Desember 2003 terjadi peningkatan market share BPRS

yang cukup tinggi yaitu 17,48% naik sekitar 6,14% dari periode sebelumnya.
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Pada periode ini BPRS menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 6.135 juta dan
total jumlah pembiayaan yang dilakukan BPRS dan BPR konvensional sebesar Rp
36,119 juta. Peningkatan market share atau pangsa pasar pﬂﬁ;hia}rﬂan BPRS pada
semester ke-5, semester ke-6, dan semester ke-7 tersebut diakibatkan oleh semakin
bertambahnya jumlah BPRS dan semakin luasnya jaringan kantornya serta
peningkatan fasilitas pelayanan BPRS.

Pada semester ke-8 kembali mengalami penurunan sebanyak 1,48% dan
periode sebelumnya yaitu 17,48% menjadi 16% namun penurunan i tidak
berpengaruh secara signifikan dan bukan dan penurunan penyaluran pembiayaan
atau penyaluran dana ke masyarakat oleh BPRS. Hal ini terbukti pada periode
tersebut BPRS mampu meningkatkan penyaluran pembiayaannya sebesar Rp 2227
juta dari periode ssbelumnya menjadi sebesar Rp 8542 juta Peningkatan
penyaluran pembiayaan ini dilkuti peningkatan secara berkesinambungan pada
periode selanjutnya. Market share atau pangsa pasar yang dicapai BPRS diperoleh
dengan memperbandingkan antara jumlah pembiayaan yang disalurkan BPRS
dengan total jumlah pembiavaan yang disalurkan BPRS dan BPR konvensional,
dﬁlam semester kesembilan Desember 2004 market share vang dapat dicapa
BPRS mengalami kenaikan dari semester sebelumnya sebesar 4% menjadi  20%.
Pada periode ini BPRS berhasil menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat
sebesar Rp 10.912 juta meningkat Rp 2,370 juta dan periode sebelumnya. Sedangkan
total jumlah pembiayaan yang dilakukan BPRS dan BPR konvensional turun sebesar

Rp 550 juta dari periode sebelumnya menjadi Rp 52.785 juta.



Berdasarkan data pada Tabel 4.9 di alas, market share yang dapat dicapai
BPRS mengalami flukiuasi pada empat semester perfama walaupun tidak begitu
besar perubahannya. Pada semester pertama market share BPRS sebesar 7.27%
kemudian turun menjadi 6,43% pada semester kedua, naik kembali pada semester
ketiga menjadi 7,35% dan kembali mengalami penurunan pada semester keempat
menjadi 6,72%, tapi pada tiga semester berikutnya berturui-turut mengalami
kenaikan sebesar 10% (Desember 2002), 11,34% (Juni 2003) dan 17,48% untuk
periode Desember 2003, Walaupun pada Juni 2004 kembali mengalami penurunan
menjad-i 16% tetapi pada semester berikutnya kembali mengalami kenaikan menjadi
30%. Dengan melihat besarnya market share yang dapat dicapai oleh BPRS
walaupun dengan jangka waktu yang relatif pendek, maka BPRS dianggap mampu
untuk tetap eksis melavani masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan jasa-jasa

perbankan masyarakat Dan bukan tidak mungkin mampu menjadi pemimpin pasar.

4.6. Strategi BPRS dalam Menvalurkan Pembiayaan
- Secara umum dapat dikatakan bahwa operasional bank syari’ah dalam
memasarkan produknya menerapkan prinsip syan’ah Islam, begitu pula dengan BPR
svari'ah vang memiliki karakteristik yang spesifik apabila dibandingkan dengan
bank uwmum khususnya BPR konvensional. Dimana produkfjasa yang akan
dipasarkan harus melalui rekomendasi atau fatwa dari Dewan Pengawas Syari‘ah,
BPR syari'ah dengan Dberbagai fasilitas pembiayaannya masih

menitikberatkan pada Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Sebagai penyedia pembiayaan
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untuk UMK tentulah harus  memenuhi kriteria mudah, tepat wakiu dan tepat
jumlahnya. Yang secara tidak langsung menjadi keunggulan komparatif bagi BPRS
apabila dibandingkan dengan jenis perbankan lain (BPR konvensional).
Adapun strategi pemasaran yang dikembangkan oleh BPR syari’ah yaitu
» Dengan melakukan sosialisasi .tcntang produk syariah pada masyarakat
luas secara intensif.
Strategi sosialisasi yang dapat dilakukan adalah kerja sama dengan
tokoh-tokoh masyarakat dan lembaga keagamaan baik melalui tokoh-
tokoh f-nm';al maupun tokoh-tokoh lembaga keagamaan, sehingea di
dalam akuflitas kemasyarakatan maupun keagamaan
pengenalan/sosialisasi tentang bank syariah dapat dilakukan, mengadakan
seminar, dll.
o Mengembangkan Jaringan
Terbatasnya jumlah BPRS sangat menghambat pengembangannya
oleh karena itu semakin banvak dan luas janngan kantor sena
peningkatén kualitas pelayanan disetiap daerah sehingga mudah dan dapat
dijangkau oleh masyarakat,
« Melakukan Promosi
Memperbanyak melakukan promosi di media elektronik (radio,
televisi, internet,dll) maupun media cetak seperti surat kabar, kalender,

dan sebagainya yang dapat dengan mudah dibaca dan dimengerti oleh

masyarakat.
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» Penerapan manajemen yang sesuai seperli “pelayanan masyarakat”
dimana yang dimaksud adalah pelayanan yang baik, cepat, ramah dan
kekeluargaan.

« Peningkatan profesionalisme BPRS dalam hal pelayanan kepada
masyarakat, jenis produk/jasa yang ditawarkan dan peningkatan fasilitas
penunjang  operasionalnya.  Meningkatkan tingkat  keamanan,
kenvamanan, kemudahan dalam melakukan transaksi dengan nasabahnya,
serta berorientasi pada teknologi.

« Melakukan sistem jemput bola

Dengan sistem “jemput bola™ merupakan satu cara yang sangat efektif
karena pihak BPRS menyiapkan staf yang dibeii tugas untuk melakukan
kunjungan kepada nasabah yang akan melakukan penyetoran dan
melakukan pembinaan kepada nasabah sehingga nasabah akan semakin
mengerti tentang produk syan’ah

« Penerapan sistem pinjaman dengan sistem setoran hanan dan mingguan

sesuai kemampuan nasabah.



2)

3)

Melihat tingkat market share atau pangsa pasar pembiayaan BPR syari'ah di
Sulawesi Selatan yang cukup tinggi selama periode Dcs-emhe-.r 2000 -
Desember 2004 tidak sebanding dengan DPK  yang berhasil dilimpun. Dimana
hal tersebut dapat membawa kerentanan perbankan syari‘ah atas kemungkinan
mismeatch antara dana yang dihimpun dengan dana  yang disalurkan, maka
sebaiknva BPR syari’ah tidak terlena dan berhati-hati  untuk tidak gegabah
menvalurkan pembiayaan sehingga likuiditas tetap terjaga.

Dengan masih kurangnya jumlah BPR syari’ah dan jaringan kantor di daerah,
maka sebaiknyva pemerintah dan para pelaku dalam perbankan syari’ah dapat
membuka BPR syari'ah dan jaringan kantornya agar masyarakat daerah

khususnva Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang ada di daerah dapat terlayani

dengan baik.
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